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ABSTRAK 
 
Nama  : Fadila Putri Ananda 
Nim  : 90400114120 
Judul  : Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Transparansi dan Kinerja   
terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian 
Internal sebagai Variabel Moderasi  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal, 
transparansi dan kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan sistem 
pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada 
Pemerintah Kota Makassar.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah 
responden dalam penelitian ini sebanyak 52. Analisis data menggunakan analisis 
regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi atau Moderated Regression 
Analysis (MRA) dengan pendekatan analitik.  
Hasil penelitian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
desentralisasi fiskal, transparansi dan kinerja terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan. Analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian 
internal mampu memoderasi desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi 
transparansi terhadap akuntanbilitas laporan keuangan.  
 
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Transparansi, Kinerja, Sistem Pengendalian 




A. Latar belakang 
Era pemerintahan saat ini, akuntabilitas sangat penting dalam pelaksanaan 
pemerintah daerah baik dalam kinerja maupun pelaporan keuangan. Akuntabilitas 
diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintah, dari kondisi pemerintah yang 
tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu 
tatanan yang demokratis. Nurrizkiana (2017) Di Indonesia, pelaksanaan otonomi 
sudah dilakukan sejak tahun 2001.  Fenomena yang dapat diamati dalam 
pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas 
lembaga-lembaga publik, baik di pusat mau pun daerah. Akuntabilitas dapat 
diartikan sebagai bentukakewajibanamempertanggungjawabkan keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 
dilaksanakan secara periodik (Putra, 2017). 
Menurut UUD 1945 pasal 18 dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Negara Indonesia menganut asas desentralisasi 
dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah 
dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Adapun tujuan 
desentralisasi: (1) Mencegah adanya pemusatan keuangan di Pemerintah Pusat 
2 
 
dan (2) Mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelanggaraan 
pemerintahan. 
Hal ini berarti desentralisasi sudah diterapkan dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas, harus 
memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan dana baik yang 
berasal dari PAD maupun yang diterima dari pemerintah pusat (dana 
perimbangan) untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat (Erryana dan 
Setyawan, 2016). 
Pelayanan yang dilakukan di daerah merupakan suatu bagian integral dari 
pembangunan nasional. Tujuan dilakukannya pembangunan daerah adalah untuk 
penyebarluasan serta pemerataan pembangunan di daerah dalam membuat 
keseimbangan dan sederasian atau memperkecil tingkat perbedaan laju 
pertumbuhan antar daerah, serta membuat padu seluruh kegiatan pembangunan 
didaerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara 
keseluruhan (Yudha dkk, 2016). Gagasan tentang desentralisasi secara prinsipil 
adalah antithesis dari politik sentralistis. Desentralisasi memberikan gagasan 
mengenai kekuasaan politik serta kewenangan adminitrasi yang dibagi antara 
pemerintah pusat dan daerah, sebaliknya pada struktur politik sentralistis, 
pemerintah pusat untuk kekuasaan politiknya cenderung melakukan unifikasi  
(Wibowo, 2008).  
Desentralisasi merupakan salah satu proses penting dalam perkembangan 
demokrasi disuatu Negara. Agar demokrasi berjalan dengan baik, Negara 
memerlukan strategi desentralisasi (Mimba, 2007). Desentralisasi fiskal 
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merupakan komponen inti dari desetrasasi karena untuk menjalankan kewenangan 
yang telah ditransfer diperlukan sumber pembiayaan yang memadai. 
Desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyelenggara fungsi pengeluaran dan 
pendapatan dari pemerintah ke daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal ini 
terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah, Fontanella dan Rossieta (2014) telah membuktikan 
bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat ekonomi bagi Negara seperti 
peningkatan pertumbuhan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan 
keputusan. Maryanti (2013) Desentralisasi fiskal merupakan faktor yang penting 
dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya faktor Desentralisasi 
fiskal maka suatu daerah akan memiliki kemandirian dalam pembiayaan belanja 
daerah dan kegiatan pembangunan didaerah tanpa tergantung kepada pemerintah 
pusat.  
Kuncoro (2004) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal mulai 
diperhatikan karena terdapat suatu bentuk kesadaran bahwa pembangunan 
merupakan hal yang kompleks serta dipenuhi dengan ketidakpastian dan sudah 
direcanakan dan dikendalikan dari pusat, selain dihubungkan dengan perencanaan 
terpusat yang tidak berhasil dan strategis pertumbuhan dengan pemerataan 
(growth with equality) yang popular. Fontanella dan Rossieta (2016) Desenralisasi 
fiskal juga harus didukung dengan mekanisme Good Public Governance 
khususnya dalam konteks pemerintahan atau tata kelola penyelenggaraan 
pemerintah yang baik. Maryanti (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
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dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah antara lain desentralisasi 
fiskal, transparansi, akuntabilitas, value for maney dan pengawasan fungsional. 
Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara 
akuntabel dan transparan. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang 
disempurnakan dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) mewajibkan pemerintah pada setiap level baik pusat maupun 
daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini kemudian akan 
diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) secara berkala. 
Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi 
dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, 
lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang 
berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti 
dan dipantau (Riyanti, 2017).  Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 
membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan 
diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 
pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah 
daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah yang lebih bersih, 
efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan 
masyarakat (Sumarsono, 2009). Sehingga Septingtyas (2017) mengatakan bahwa 
transparansi ikut berperan penting dalam proses pelaporan keuangan diduga dapat 
untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyusunan pemerintah daerah. 
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Salah satu upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara adalah kinerja pemerintah yang memenuhi karakteristik. Mandel (1997) 
menungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah 
memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 
sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan. Akuntabilitas dapat 
terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan 
keuangan. Fontanella dan Rossieta (2014) evaluasi penyelenggaraan pemerintah 
(tata kelola) merupakan proses pengawasan secara berkelanjutan dan pelaporan 
capaian target. Evaluasi kinerja penting dilakuakan karna dapat meningkatkan 
efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik.  
Akuntabilitas dalam persfektif islam tidak hanya ditujukan kepada 
masyarakat, melainkan juga pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Islam 
memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang 
manusia sebagai khalifa di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah Swt karena 
apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah. Sebagaimana 









لُوَُسرَو ۡمُكَلَهَع ُ هللَّٱ ىََيََسَف 
ْ
اوُلَهۡعٱ ِلُقَو
  َنوُلَهۡعَت ۡمُتنُك اَِهة مُكُِئَّتنُيَف ِةَٰدَه هشلٱَو١٠٥ 
Terjemahnya: 
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” 
(QS. At-Taubah/9: 105). 
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Asas akuntabilitas ditunjukkan melalui isyarat ayat ini, yaitu karena 
diawasi maka berarti pelaksanaan pekerjaan itu harus akuntabel dan jelas pula dari 
ayat ini asas transparansi karena dilihat oleh Allah, rasulNya dan orang-orang 
mukmin. Hal ini berarti prinsip petanggungjawaban dalam slam yaiutu 
keseimbangan dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa and raga, 
pribadi dan keluarga, individu dan masyarakat serta masyarakat dengan 
masyarakat lainnya. Atas dasar hal tersebut manusia sebagai makhluk Allah harus 
mempertanggungjawabkan segala tindakannya terhadap tanggungjawabnya antar 
sesama manusia. 
Di Indonesia, perkembangan pengukuran kinerja dimulai dengan 
pemberlakuan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang LAKIP (Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah) yang dalam perkembangannya muncul juga kinerja 
lain berupa LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan LKPJ 
(Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) perkembangan kinerja ini 
memberikan peluang kepada daerah untuk membuktikan diri sebagai daerah 
terbaik di Indonesia (Purbasari dan Bawono, 2017). Mudhofar dan Tahar (2016) 
kinerja Pemerintah daerah  mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari 
penurunan jumlah Pemerintah daerah yang tidak melaporkan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) dan peningkatan indeks kinerja 
pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola 
penyelenggaraan pemerintah di Indonesia mengalami perbaikan. Adanya beberapa 
pemerintahan di berbagai negara justru melakukan tindakan korupsi paska 
implementasi desentralisasi fiskal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan 
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praktikal (practical gap) atau anomali dari tujuan diberlakukannya otonomi 
pemerintahan.  
Keberhasilan suatu program maupun kebijakan harus dijalankan sesuai 
prinsip-prinsip demokrasi. Setidaknya terdapat syarat untuk menentukan 
keberhasilan dari kerja pemerintah, diantaranya akuntabilitas, transparasi, 
dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. 
Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan 
laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan 
(accountability dan stewardship). Masyarakat sebagai pihak yang memberi 
kepercayaan kepada pemerintah kota Makassar untuk mengelola keuangan publik 
berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah atau melakukan 
evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah kota Makassar 
berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk 
pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
Namun hasil pemerikasaan Inspektorat Kota Makassar ditemukan 150 
masalah keuangan dari 153 masalah pada SKPD di lingkup Pemerintah Kota 
Makassar. Seperti yang dipublikasikan pada situs berita 
(https://googleweblight.com) bahwa pihaknya sering kali ditanyai mengapa tindak 
pidana korupsi masih ditemukan pada daerah-daerah yang mearaih opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya. Ini dikarenakan bahwa 
salah satu hal yang mempengaruhi opini kewajaran terhadap laporan keuangan 
pemerintah daerah adalah asset. Ini menandakan bahwa masih terdapat tindakan 
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korupsi walaupun laporan keuangan pemerintah mepadapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) ini belum menandakan pemerintah terbebas dari korupsi. 
Berdasarkan fenomena yang perna terjadi menandakan bahwa SKPD kota 
Makassar seharusnya mampu memberikan pertanggungjawabannya atas apa yang 
telah dituangkan dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh instansi 
pemerintah 
Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul  “ Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Transparansi dan 
Kinerja Terhadap Akuntabilitas Laporan keuangan dengan Sistem Pengendalian 
Internal Sebagai Variabel Moderasi”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Seperti uraian latar belakang diatas bahwa terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan sehingga perlu dikaji lebih lanjut 
dan digunakan sebagai variable dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut 
maka dapat dirumuskan beberapa pentanyaan sebagai berikut: 
1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan ? 
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan? 
3. Apakah Kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan? 
4. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi desentralisasi fiskal 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan? 
5. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi  transparansi terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan? 
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6. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi kinerja terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan 
beberapa tujuan penelitian: 
1. Untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan. 
2. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan. 
3. Untuk mengetahui apakah kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan. 
4. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal memoderasi 
desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
5. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal memoderasi 
transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
6. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal memoderasi  kinerja 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis  
Penelitian menjelaskan Teori stewardship yang berasumsi bahwa manusia 
pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat 
dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang 
manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-
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baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Konsep teori ini 
didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana 
manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai good steward yang 
melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab. 
Dalam pembuatan laporan keuangan harus mampu bertindak dengan penuh 
tanggung jawab, dan dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. 
2. Manfaat praktis 
Bagi Pemerintah, penelitian ini diharap pemerinah dapat mewujudkan 
akuntabilitas dalam  laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintah. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelolah 
keuangannya. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
tambahan serta sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang 
diperoleh selama studi. Bagi dunia pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat 
menambah atau melengkapi khasana teori yang telah ada dan diharapkan dapat 
menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai informasi tambahan bagi 
penelitian selanjutnya. 
E. Pengembangan hipotesis 
1. Desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan  
Pemberlakuan desentralisasi fiskal berarti mengharuskan Pemerintah 
Daerah untuk dapat mengurusi daerahnya dengan mengalokasikan belanja yang 
sesuai dengan pendapatannya, yang berarti pemerintah daerah dapat menggali 
potensi-potensi sumber daya yang berada di wilayahnya. Fontanella dan Rossieta 
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(2014) menemukan bahwa Desentralisasi Fiskal dalam bentuk Tingkat 
Kemandirian Daerah dan Kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh 
positif terhadap kemungkinan tingginya Akuntabilitas pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Mudhohar dan Tahar (2016) menyatakan kemandirian daerah 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.  Dengan 
kemandirian daerah yang tinggi sehingga dapat membiayai belanja daerah dengan 
mandiri sehingga daerah dapat memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktivitasnya (Purbasari dan Bawono, 2017). Sehingga 
dapat disimpulkan desentralisasi fiskal dengan tingkat kemandirian yang tinggi 
akan memberikan pertanggung jawaban dan melaporkan segala peratanggung 
jawaban. Hal ini tentu akan berdampak terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis berikut.  
H1: Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
 
2. Transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan 
kepada pemerintah bahwa pemerintah adalah organisasi pelayanan yang bersih 
dan berwibawa, bersih dalam arti tidak korupsi, kolisi. Berwibawa dalam arti 
professional.  Anjani (2015) transparansi secara parsial berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan, artinya semakin meningkat kualitas maka akan diikuti 
oleh peningkatan akuntabilitas laporan keuangan. Kusuma (2012) akuntablitas 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi penyajian laporan keuangan, 
hal ni dianggap kaena transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan 
kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi pelayanan 
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yang bersih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat transparansi yang 
tinggi dalam pembuatan laporan keuangan maka akan berdampak terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. 
H2: Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan.   
3. Kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
Pengukuran kinerja sektor publik adalah sistema yang memiliki tujuan 
membantu manajer dalam menilai capaian dengan tolak ukur kinerja keuangan 
dan non keuangan. Pubasari dan Bawono (2017) dalam penelitiannya 
mengemukakan variable kinerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan, hal ini disebabkan karena elemen pengukuran 
kinerja di pemerintah daerah tidak terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan. 
Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakuakan Fontanella dan Rossieta 
(2014) ditemukan pengaruh positif  kinerja pemerintah terhadap kemungkinan 
daerah memiliki akuntabilitas laporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini 
audit yang baik. Sehingga dapat disimpukan bahwa kinerja pemerintah yang baik 
akan menghasilkan opini audit yang baik dan memperoleh laporan keuangan yang 
akuntabel. 
H3: kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
4. Desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan system 
pengendalian intenal sebagai variable moderasi. 
Peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh desentralisasi fiskal 
yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun tingkat 
kemandirian dalam memperoleh pendanaan agar pemerintah daerah memperoleh 
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akuntabilitas yang baik. Untuk memperoleh akuntabilitas laporan keuangan 
diperlukan sistem pengendalian internal. Widari dan Sutrisno (2017) sistem 
pengenalian internal adalah proses integral yang dilakukan terus menerus oleh 
pimpinan dan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
efektif, efisien, dan keandalan laporan keuangan.  
H4: Sistem pengendalian internal memoderasi desentralisasi fiksal terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan. 
5. Transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan sistem 
pengendalian internal sebagai variabel moderasi. 
Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan didalam 
memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kusuma (2012) transparansi 
dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, 
karena tanpa transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan 
akuntabilitas. Sari (2012) mengemukakan pengandalian internal mempengaruhi 
transparansi. Hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang kuat dan searah, 
dimana peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan 
peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah. 
H4: Sistem pengendalian internal memoderasi transparansi terhadap      





6. Kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian 
internal sebagai variable moderasi 
Fonttanella dan Rossieta (2014) mengungkapkan bahwa dengan 
melakukan pengukuran kinerja, pemerimtah memperoleh informasi yang dapat 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan 
pelayanan yang diberikan. Akuntabilitas dapat terwujud salah satu caranya dengan 
melakukan pelaporan kinerja. Untuk menghasilkan kinerja yang baik dibutuhkan 
lingkungan pengendalian yang baik dimana manajer mampu berkomunikasi 
dengan baik dengan karyawannya. Lasso dan Gumar (2016) aktivitas 
pengendalian berpengaruh terhadap kinerja karyawan karna semakin baik 
aktivitas pengendalian maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan karna 
semua prosedur yang disampaikan oleh manajer telah dilaksankan sesuai 
prosedur. 
H6: Sistem pengendalian internal memoderasi kinerja terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan. 
F. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional  
Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Variable Independen 
Variabel independen adalah variable yang mempengaruhi variable 
dependen. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, dengan 
rincian sebagai berikut:  
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1. Desentralisasi fiskal 
Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada sistem pemerintahan yang 
desenralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan 
sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini 
dapat diputuskan ditingkat pemerintahan daerah. Dengan sistem ini, sebagian 
besar keputusan kebijakan yang berada didaerah dapat diputuskan didaerah tanpa 
ada campur tangan dari pemerintah pusat (Purbasari dan Bawono, 2017). Namun 
sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euphoria yang 
berlebihan dimana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan 
golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk kepentingan pribadi. 
Variabel Desentralisasi Fiskal dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan 
setuju atau tidak setuju terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro 
dan Supomo, 2013). Variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 
menggunakan lima item pernyataan. Skala ini menggunakan lima angka penilaian 
yaitu : (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (4) tidak setuju dan 
(5) sangat tidak setuju. 
Indriantoro dan Supomo (2013) Variabel ini terdiri atas beberapa 
indikator, diantaranya: 
a) Tingkat kemandirian daerah 
b) Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat 
c) Tingkat belanja daerah 
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d) Laju pertumbuhan ekonomi 
e) Ukuran kemampuan daerah 
 
2. Transparansi 
Transparansi merupakan sebuah bentuk tindakan yang dilakuakan kepada 
pihak yang berkepntigan pada sebuah hal yang merekam kerjakan, hal yang nyata, 
jelas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Transparansi 
menjadi salah satu hal yang terpenting yang dilakukan dalam sebuah instansi 
dalam pembuatan laporan keuangan karena merupakan sektor paling riskan yang 
mungkin akan diselwengkan (Saragih, 2015). Transparansi ini dilakukan untuk 
menghindari korupsi dan mejaga kepercayaan antar pihak berkepentingan. 
Variabel transparansi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 
tidak setuju terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu . Variabel dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner Sarigih (2015). Skala ini menggunakan 
lima angka penilaian yaitu : (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, 
(4) tidak setuju dan (5) sangat tidak setuju. 
Sarigih (2015) Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya: 
a) Mengujii standar 




f) Pertanggung jawaban 
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g) Pengawasan  
 
3. Kinerja 
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat 
dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 
jawab yang diberikan kepadanya. Mudhofar dan Tahar (2016) mengemukakan 
bahwa ketika kinerja suatu pemrintah baik, maka terdapat kecenderungan untuk 
memberikan akuntabilas yang baik. Semakin baik kinerja penyelenggaraan 
pemerintah daerah maka semakin tinggi kemungkinan pemerintah tersebut 
memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit 
yang baik. 
Variabel transparansi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 
tidak setuju terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Variabel dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner  Fontanella dan Rosietta (2014). Skala ini 
menggunakan lima angka penilaian yaitu : (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) ragu-
ragu atau netral, (4) tidak setuju dan (5) sangat tidak setuju. 
Mudhofar dan Tahar (2016) Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, 
diantaranya: 
a) Kemandirian yang tinggi 
b) Kinerja penyelenggaraan 
c) Rendahnya ketergantungan kepada pemerintah 
d) Kualitas dan Kuantitas 
 
b. Variable Moderasi 
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Variabel moderasi adalah variabel yang memoderasi hubungan antara 
variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini dapat memperkuat 
atau meperlemah hungungan antara variabel keduanya. 
Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dilakuakan 
perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak 
sesuai dengan tujuan program perusahaan. Tujuan penerapan sistem pengendalian 
manajemen adalah untuk menghindari adanya penyimpangan prosedur dari 
laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan 
sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Liziana dan Sutrisno, 2017). 
Dengan penerapan sistem pengendalian internal sebuah perusahaan atau instansi 
berusaha untuk menghindari resiko. 
Variabel sitem pengendalian internal dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan 
setuju atau tidak setuju terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Variabel 
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Riyanti (2017) yang menggunakan 
lima item pernyataan. Skala ini menggunakan lima angka penilaian yaitu : (1) 
sangat setuju, (2) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (4) tidak setuju dan (5) sangat 
tidak setuju. 
Liziana dan Sutrisno (2017) dan Riyanti (2017) Variabel ini terdiri atas 
beberapa indikator, diantaranya: 
a) Lingkungan pengendalian 
b) Penilaian resiko 
c) Aktivitas pengendalian 
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d) Informasi dan komunikasi 
e) Pemantauan 
 
c. Variable Dependen  
Variabel dependen adalah variable yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 
variable independen. Variable dependen dalam penelitian ini akuntabilitas laporan 
keuangan. 
Akuntabilitas laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban 
mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan 
perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang 
disajikan dan peraturan yang berlaku mecakup penerimaan, penyimpanan, dan 
pengeluaran uang oleh instansi. Kurniatul dan Tahar (2016) pendanaan akan dapat 
diterima oleh penyedia dana (investor atau kreditur) jika pemerintah daerah 
memiliki akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas merupakan suatu aspek yang 
harus dijalankan oleh pemerintah daerah. 
Variabel akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 
tidak setuju terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Variabel dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner Riyanti (2017). Skala ini menggunakan 
lima angka penilaian yaitu : (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, 
(4) tidak setuju dan (5) sangat tidak setuju. 
Riyanti (2017) Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya: 
a) Integritas keuangan 
b) Pengungkapan pada item 
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c) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
d) Inovasi dan upaya 
 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel 
independen, yaitu desentralisasi fiskal, transparansi dan kinerja terhadap 
akuntabilitas laporan keunagan dengan system pengendalian internal sebagai 
variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada SKPD yang berada di Kota 
Makassar. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena daerah yang 
mudah dijangkau dan sesuai dengan penelitian ini. Sasaran dalam penelitian ini 
adalah Kepala Dinas/Badan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian 
Program dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bekerja pada SKPD yang 
berada di wilayah kota Makassar. 


































1. Sesuai hipotesis, secara umum ditemukan 
bahwa desentralisasi fiskal dalam bentuk 
tingkat kemandirian daerah dan kinerja 
penyelenggara pemerintah berpengaruh 
positif terhdap kemungkinan tingginya 
akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. 
2. Secara pasrial, erkait peran moderasi 
kinerja, ditemukan bahwa kinerja 
penyelenggara pemerintah daerah 
memperlemah pengaruh negative tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat 
terhadap kemungkinan tingginya 
akuntabilitas pelaporan keuangan dalam 
21 
 

























1. Penerapan standar akuntansi pemerintah 
dan akuntabilitas kinerja pada SKPD di 
pemerintah kota Yogyakarta baik. 
Sedangkan kualitas laporan keuangan 
pada skpd di pemerintah kota Yogyakarta 
sangan baik. 
2. Standar akuntansi pemerintah tidak 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
secara langsung, sedangkan kualitas 
laporan keuangan secara langsung 
berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja. Standar akuntansi pemerintah 
secara langsung berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan. Standar 
akuntasi pemerintah dapat mempengaruhi 
























1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pemerintah daerah di kabupaten 
jember 
2. Transparansi pengelolaan keuangan 
daerah berpengaruh signifikan terhadap 




















1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
memiliki pengaruh positif terhadap 
kualitas laporan keu pemerintah daerah 
Kota Sukabumi, artinya semakin tinggi 
tingkat penerapan sistem pengendalian 
pemerintah, maka akan semakin tinggi 
kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
2. Komitmen Organisasi memiliki pengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keuangan 








semakin tinggi komitmen organisasi 
seluruh pegawai maka akan semakin 
tinggi kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah.. 
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
dan Komitmen Organisasi berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah Kota 
Sukabumi, artinya penerapan sistem 
pengendalian internal dan komitnen yang 
tinggi dapat meningkatkan kualitas 





























1. Berdasarkan pengujian hipotesis yang 
telah dilakukan ditemukan bahwa 
kemandirian daerah dan kinerja 
berpengarug terhadap akunabilitas 
pelaporan keuangan pemda. Sementara 
variable ketergantungan pada pemerintah 
pusat dan efektivitas tidak berpengaruh 
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 
pemda.  
2. Sedangkan kinerja sebagai pemoderasi 
hanya berpengaruh atas hunungan 
ketergantungan pada pemerintah pusat 
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 
pemda dan tidak berpengaruh pada 
hubungan kemandirian daerah terhadap 

























Dari hasil oenelitian terhadap laporan 
keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam 
organisasi daerah (POD) kabupaten Kendal 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap 
kualitas LKPD pada OPD di kabupaten 
Kendal. 
2. Transparansi tidak berpengrauh terhadap 
kualitas LKPD pada OPD di kabupaten 
Kendal. 
3. Pemahaman SAP berpengaruh positif 
terhadap kualitas LKPD pada OPD di 
kabupaten Kendal. 
4. Sistem pengendalian Internal (SPI) tidak 
berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada 






Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas 
laporan keuangan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun 
perbedaan pada penelitian ini, peneliti ingin menguji bagaimana pengaruh 
desentralisasi fiskal, transparansi dan kinerja terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan, selain itu peneliti juga menggunakan sistem pengendalian internal 
sebagai variable moderasi. Alasan dipilihnya sistem pengendalian internal sebagai 
variable moderasi karena dengan menggunakan sistem pengendalian internal 





A. Teori Stewardship 
Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency 
theory yaitu steward ship theory (Donaldson dan Davis, 1991), yang 
menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-
tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk 
kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan 
yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi 
menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. 
Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan 
kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Teori 
stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik 
seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi 
organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi 
bagi hubungan antara stewards dengan  principals.  
Stewardship theory lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa 
berusaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan 
organisasi atau publik. Disini principle sebagai pemberi tanggung jawab juga 
memiliki peran memonitori steward dalam menjalankan tugasnya sebagai 
penerima wewenang. Steward atau pihak pemerintah juga harus memaksimalkan 
tanggung jawab yang diberikan masyarakat agar kinerja dan penerapannya dapat 
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berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan (good 
governance) yang lebih transparan dan akuntabel. 
Pada stewardship theory, model of man  ini  didasarkan  pada  pelayan  
yang memiliki  perilaku  dimana  dia  dapat dibentuk  agar  selalu  dapat  diajak 
bekerjasama  dalam  organisasi,  memiliki perilaku kolektif atau berkelompok 
dengan utilitas  tinggi  daripada  individunya  dan selalu bersedia untuk melayani. 
Pada teori stewardship  terdapat  suatu  pilihan  antara perilaku  self  serving  dan  
pro organisasional, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan  dari  kepentingan  
organisasi adalah  bahwa  perilaku  eksekutif disejajarkan  dengan  kepentingan  
principle dimana para steward  berada. Steward akan menggantikan  atau  
mengalihkan  self serving  untuk  berperilaku  kooperatif. Sehingga  meskipun  
kepentingan  antara steward  dan principle tidak sama,  steward tetap  akan  
menjunjung  tinggi  nilai kebersamaan (Anton, 2010). 
Steward yang disini adalah pemerintah diharapkan agar selalu dapat 
memberikan yang terbaik bagi masyarakat (principle) dengan memberikan kinerja 
yang optimal dan bersifat terbuka. Zoelisty (2014) menyatakan bahwa teori 
stewardship dapat  diterapkan  pada  penelitian  akuntansi  organisasi  sektor 
publik yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik 
telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara 
stewards dengan principle. Fungsi teori stewardship disini juga menjaga 
kepercayaan yang diberikan principle seperti menerapkan akuntabilitas 
kinerjanya.Teori  stewardship ini  diharapkan dapat menjadi landasan agar 
pemerintah bekerja atas nama rakyat dan selalu berfokus pada pencapian hasil 
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yang optimal dan berguna bukan hanya untuk individu melainkan untuk 
masyarakat luas sehingga dapat menjadi dasar pemikiran agar tata kelola 
pemerintahan kita jauh dari tindakan oportunisitik. 
Akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi bergerak 
kearah yang semakin kompleks  dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam 
akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kontrak hubungan antara 
stewards dan principals atas dasar kepercayaan (amanah = trust), bertindak 
kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Implikasi teori stewardship terhadap 
penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah (steward) sebagai suatu 
lembaga yang dapat dipercaya  dan  bertindak sesuai dengan kepentingan publik 
dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan 
masyarakat (principal). 
B. Desentralisasi fiskal 
Menurut UUD 1945 pasal 18 dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Negara Indonesia menganut asas desentralisasi 
dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah 
dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Adapun tujuan 
desentralisasi: (1) Mencegah adanya pemusatan keuangan di Pemerintah Pusat 




Desentralisasi fiskal merupakan faktor yang penting dalam proses 
pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya faktor Desentralisasi fiskal maka 
suatu daerah akan memiliki kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah dan 
kegiatan pembangunan di daerah tanpa tergantung kepada pemerintah pusat. 
(maryanti, 2013). 
Tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk 
menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih 
efisien dan efektif serta responsive terhadap kebutuhan masyarakatnya. 
Pemerintah kabupaten dan kota dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik 
mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat mereka dari pada 
pemerintah pusat. Oleh karena itu Desentralisasi Fiskal digunakan untuk 
meningkatkan pelayanan publik sektor dan menyerap aspirasi masyarakat dengan 
pendekatan demokrasi yang membongkar sentralisme kekuasaan yang cenderung 
akan disalahgunakan. Desentralisasi fiskal juga harus didukung dengan 
mekanisme Good Public Governance khususnya dalam konteks pemerintahan 
atau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Beberapa tujuan utama 
penerapan Good Governance dalam sektor pemerintahan adalah meningkatkan 
akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kinerja publik dalam urusan 
pemerintahan (Sari dan Aprilia, 2016).   
Pemerintah Pusat, bertujuan untuk pertama, menyelaraskan dengan 
kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustainable). Kedua, 
memperkecil ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
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(vertical imbalance). Ketiga, mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam 
kemampuan keuangan (horizontal imbalance). Keempat, meningkatkan 
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja 
pemerintah daerah. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 
dan keenam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 
di sektor publik (Anita dkk, 2014). 
Desentralisasi fiska secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses 
distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah 
yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan 
publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang 
dilimpahkan (Fontanella dan rossieta, 2014). 
C. Transparansi 
Faktor transparansi juga diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan 
keuangan daerah secara efektif dan efisien. Transparansi adalah keterbukaan 
pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat 
diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan 
keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability 
antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintah daerah 
yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan 
kepentingan masyarakat (sumarsono, 2009). Sehingga dapat dikatakan bahwa 
transparansi ikut berperan penting didalam proses pelaporan keuangan diduga 
dapat untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyusunan laporan keuangan 
pemerintah (Septiningsih, 2017). 
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Prinsip transparansi memiliki dua aspek dalam mewujudkan pemerintah 
yang terbuka akan infomasi-informasi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh 
pemerintah daerah, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat 
terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah 
tidak menangani kinerjanya dengan baik. Manajemen kinerja yang baik adalah 
titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan 
kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak 
privasi individu. pemerintah daerah seharusnya perlu meyiapkan kebijakan yang 
jelas tentang cara mendapatkan informasi (Riswanto, 2016). Transparansi adalah 
keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah. 
Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada  akhirnya akan menciptakan 
horizontal accountability antara pemerintah  daerah dengan masyarakatnya 
sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel  dan 
responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (saragih, 2015). 
D. Kinerja 
Di Indonesia, perkembangan pengukuran kinerja dimulai dengan 
pemberlakuan Inpres No. 7. Perkembangan pengukuran kinerja memberikan 
peluang kepada kepala daerah untuk membuktikan diri sebagai daerah terbaik 
(Purbasari dan Bawono, 2017). Fontanella dan Rossieta (2014) Salah satu 
mekanisme evaluasi implementasi tata kelola pemerintahan diIndonesia adalah 
melalui Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD) sebagaimana yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi 
penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebelumnya pemerintah daerah diwajibkan 
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menyampaikan laporan yang digunakan sebagai salah satu alat mekanisme 
pertanggungjawaban kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah. Selanjutnya, 
dalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007, akuntabilitas dilaksanakan dalam 
bentuk pemberian laporan-laporan sebagai berikut: LPPD kepada Pemerintah. 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD 
dan ILPPD kepada Masyarakat yang mengatur tentang berbagai aspek tata kelola 
pemerintah yang wajib disampaikan dalam laporan tersebut. 
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok 
orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 
secara legal dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral maupun etika 
(Ditto, 2010).  Kinerja berfungsi memainkan peran yang sangat penting dalam 
peningkatan motivasi ditempat kerja.  Penilaian kinerja adalah mengukur, menilai, 
dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, prilaku dan hasil 
termaksud tingkat ketidakhadiran  (Lasso dan Ngumar, 2016). 
Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja 
yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi 
organisasi. Dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah 
memperoleh informasi yang dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan 
(Fontanella dan Rossieta, 2014). 
E. Sistem Pengendalian Internal  
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian 
Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 
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secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Unsur sistem pengendalian internal yang berfungsi sebagai pedoman 
penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem 
pengendalian internal. Pengembangan unsur sistem pengendalian internal perlu 
mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, 
kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi 
serta dilakukan secara komperhensif (Faishol, 2016). Nagor dkk (2015) 
mendefinisikan sistem pengendalian internal secara ringkas yaitu kebijakan dan 
prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 
manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.  
Faishol (2016) Sistem Pengendalian Internal memiliki beberapa elemen 
yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen-elemen 
tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan 
pengendalian, informasi dan komunikasi. Salah satu dari elemen sistem 
pengendalian internal tersebut yaitu lingkungan pengendalian yang merupakan 
elemen dasar bagi kegiatan operasional suatu entitas yang aman, sehat dan dapat 
berkembang secara wajar. Lingkungan pengendalian internal juga dapat 
membantu pengurus dan pengelola keuangan dalam menjaga asset  menjamin 
tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat dihandalkan, 
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien. 
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Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) sistem pengendalian 
internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 
manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan 
memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a) Keandalam 
pelaporan keuangan. b) Efektifitas dan efisiensi operasi. c) Kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan yang berlaku. Widyatama dkk (2017) Sebagai pengawas 
internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari 
fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah  sesuai dengan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan 
akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, 
manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan. 
F. Akuntabilitas laporan keunagan 
Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan 
accoutability yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau 
dalam kata sifat disebut sebagai accountable. Lalu apa bedanya dengan 
responsibility yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”.Pengertian 
accountability dan responsibility seringkali diartikan sama. Padahal maknanya 
jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan 
birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk 
melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan accountability merupakan kewajiban 
untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut. 
Berkaitan dengan istilah akuntabilitas.  
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Putra (2017) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisisisi sikap dan 
watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal 
seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan 
pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas 
eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya 
baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. 
Mengenai petunjuk akuntabilitas publik ditetapkan pengertian akuntabilitas yakni 
kewajiban-kewajiban dari individuindividu atau penguasa yang dipercayakan 
untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya 
untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, 
manajerial, dan program.Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan 
pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah 
standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan 
apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk 
mengimlementasikan standard-standard tersebut. Secara umum dalam setiap 
pengelolaan keuangan daerah selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Hal ini dapat 
dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk 
menjamin efesiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas 
dengan pengelolaan keuangan dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa 
baik prosedur hukum yang diikuti. 
Akuntabilitas adalah suatu konsep terkait dengan mekanisme 
pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. pemerintah yang 
accountable memiliki ciri-ciri (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan 
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pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, (2) mampu 
memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) mampu memberikan 
ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan 
pemerintahan, (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap 
kebijakan publik secara proposional dan (5) adanya sarana public untuk menilai 
derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Riswanto, 
2016). 
Menurut Erryana dan setyawan (2016) Dalam penyelenggaraan 
penyusunan laporan keuangan audit sektor publik atau pemerintahan dilakukan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan suatu badan yang 
dibentuk oleh lembaga eksekutif Negara. Kusuma (2012) Akuntabilitas menjadi 
salah satu unsur pokok dalam mewujudkan good governance yang sedang 
dilakukan bangsa Indonesia pada saat ini. Akuntabilitas publik masyarakat bahwa 
setiap pelaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (public 
policy), mengatur dan membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan 
penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat. Akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan 
strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada 
organisasi dan secepatanya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai 
antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.  
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Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 
dan pelaporan keuangan pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat 
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pemerintah. Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana 
desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik (fontanella dan Rossieta, 2014). 
G. Kerangka Pikir 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas laporan 
keuangan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah 
desentralisasi fiskal, transparansi dan kinerja. Desentralisasi fiskal, transparansi 
dan kinerja.berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
Sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat 
atau memperlemah pengaruh desentralisasi fiskal, transparansi dan kinerja 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Adapun rerangka pikir penelitian ini 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif, karna data yang digunakan dalam penelitian ini menguji beberapa 
hipotesis yang diungkapkan. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian 
yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang berupa angka-angka 
dan dengan perhitungan statistik. Penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan 
Supomo (2013) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 
umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Pemerintah 
Daerah Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif. Indriantoro dan Supomo (2013) Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian terhadap masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu 
populasi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menguji hipotesis atau 
menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang 
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diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok 
atau organisasional), kejadian atau prosedur. 
C. Populasi dan sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah sekelompok orang kejadian atau segala sesuatu yang 
mempunyai karakteristik tertentu Indriantoro dan Supomo (2013: 115). Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh kasubag keuangan dan bendahara yang bekerja 
di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di kota Makassar. Sampel 
merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi tersebut. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 
tertentu, yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta 
dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Menurut Gay dan Diel (1996: 140-
141) dalam Kuncoro (2013: 126) mengemukakan bahwa untuk studi korelasional, 
dibutuhkan minimal 30 sampel untuk menguji ada atau tidaknya hubungan. 
Metode penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive 
sampling, di mana sampel ditentukan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. 
Purposive sampling  digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari 
sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. 
Sampel atau responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang 
melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada SKPD 
Kota Makassar. Dari setiap SKPD akan diambil 4 reponden dengan kriteria Kepala 
Dinas/Badan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program dan 
39 
 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kriteria ini didasarkan bahwa tiap-tiap pihak 
tersebut memiliki tanggungjawab dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. 
D. Jenis dan Suber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. 
Menurut Indriantoro dan Supomo (2013) data subyek adalah jenis data penelitian 
yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau 
sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). 
2. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 
data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 
dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Indriantoro dan 
Supomo,2013). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan 
dijawab langsung oleh subjek penelitian melalui kuisioner. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpualn data yang digunakan merupakan teknik kuisioner 
yang dibagikan pada para responden. Kuisioner atau angket adalah sejumlah 
pelayanan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 
dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang ingin diketahui. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada 
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responden yang dipilih secara langsung dan untuk pengembaliannya akan diambil 
secara langsung oleh peneliti pada waktu yang telah ditetapkan. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dengan membagiakan kuisioner yang akan diisi oleh responden yaitu pegawai 
Satuan Perangkat Kerja Daerah di kota Makassar. Kuisioner juga dilengkapi 
dengan petunjuk pengisian yang sederhana dan jelas untuk membantu responden 
melakukan pengisian dengan lengkap. Penyebaran dilakukan secara  langsung 
oleh peneliti dengan cara mengantar kuisioner langsung ke Satuan Perangkat 
Kerja Daerah di kota Makassar yang menjadi objek penelitian. 
F. Instrument Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Adapun 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
angket atau kuisioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel Desentralisasi 
Fiskal (X1), Transparansi (X2), Kinerja (X3), Sistem Pengendalian Internal (M), 
dan Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y). Untuk mengukur pendapat responden 
digunakan 5 skala likert dengan memberi skor dari jawaban kuesioner yang diisi 
responden dengan perincian sebagai berikut: 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Ragu-ragu 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
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G. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih 
mudah dinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-
aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah 
mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan 
menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah 
suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah 
terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. 
Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data 
yang besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud 
angka-angka. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas 
data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui 
program IBM SPSS 21 for windows. 
1. Analisis Data Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 
mengenai variabel yang ditelit. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata 
(mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data 
penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran 
mengenai demografi responden penelitian dan deskripsi setiap pernyataan 
kuesioner. Data tersebut antara lain: usia, latar belakang pendidikan, masa kerja, 





2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas Data 
Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuisioner yang 
digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen 
tersebut valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
(Ghozali, 2013). Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut : 
1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan tersebut 
adalah valid. 
2) Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel maka butir pernyataan tersebut 
adalah tidak valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk 
dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika jawaban terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). 
Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah one shot atau pengukuran sekali saja. 
Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 
pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan. SPSS 
memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik. Cronbach 
Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 





3.  Uji Asumsi Klasik 
Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang 
diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi 
harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi 
klasik mencakup hal sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas  
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variable pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji 
normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, 
kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara 
untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 
analisis grafik.Analisis grafik dapat dilakukan dengan: 
i.  Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 
dengan distribusi yang mendekati distrbusi normal, dan 
ii. Normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, 
dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 
distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data 






Cara lain adalah dengan uji statistik one-simple kolmogorov-smirnov. Dasar 
pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-smirnov adalah: 
1.  Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikansi 
0,05 menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut 
memenuhi asumsi normalitas. 
2. Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat signifikansi 
0,05 tidak menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi 
tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013). 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variable 
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 
variable independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya 
multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance 
dan VIF (Variance Inflation Factor). 
1) Jika nilai tolerance> 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
2) Jika nilai tolerance< 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 





c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan 
kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 
disebut heteroskedasti sitas. Model regresi yang baik adalah yang 
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji 
heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan risidualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 
pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y 
yang telah diprediksi, dan  umbu X adalah risidual (Ghozali, 2013). Cara lain 
yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser. Uji 
ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel 
dependen (Gujaranti, 2003 dalam Ghozali, 2013). Jika tingkat signifikannya di 
atas 0,005 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
4. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variable independen terhadap 
variable depanden dilakukan dengan meggunakan analisis regresi linier berganda. 
Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel 
bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.  
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Rumus untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable 
dependen yaitu : 
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
Keterangan : 
Y = Akuntabilitas Laporan Keuangan 
α = Konstanta 
X1 = Desentralisasi Fiskal 
X2 = Transparansi 
X3 = Kinerja 
β 1-β 3 = Koefisien regresi berganda 
e = error term 
b.  Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis / MRA) 
Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan pendekatan analitik 
yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol 
pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2013: 229). Variabel moderasi adalah 
variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara 
variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dalam 
penelitian ini adalah pengendalian akuntansi. Variabel independen dalam 
penelitian ini yaitu performance based budgeting, budget goal clarity dan value 
for money, sedangkan variabel dependennya yaitu akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. Sehingga dalam penelitian ini akan menguji interaksi variabel 
pengendalian akuntansi dengan variabel performance based budgeting, budget 
goal clarity dan value for money terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
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pemerintah. Ketiga kombinasi dalam penelitian ini diharapkan akan berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Langkah uji interaksi dalam 
penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 
Y   = α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3ZX3 + β4ZM + β5|ZX1-ZM| + β6|ZX2– 
 ZM| + β7|ZX3–ZM| + e 
Keterangan: 
Y  =  Akuntabilitas Laporan Keuangan 
ZX1  =  Standardize Desentralisasi Fiskal 
ZX2  =  Standardize Transparansi 
ZX3  =  Standardize Kinerja 
ZM  =  Sistem Pengendalian Internal 
|ZX1–ZM|  = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut 
perbedaan antara ZX1 dan ZM 
|ZX2–ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan 
antara ZX2 dan ZM 
|ZX3–ZM|  = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut 
perbedaan antara ZX3 dan ZM 
a  =  Kostanta 
β  =  Koefisien Regresi 





Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi 
secara parsial (t-test): 
1)  Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisiendeterminasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2mempunyai 
interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendeteksi 1) 
berarti variable bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 bernilai 
kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen 
sangat terbatas. 
2)  Uji Regresi Secara Simultan 
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas 
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis 
dapat diukur dengan syarat: 
a) Membandingkan t hitung dengan t table (1) Jika t hitung > t tabel 
makahipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-
sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. (2) Jika t 
hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen 
secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara 
signifikan. 
b) Melihat Probabilities Values 
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05:  
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(1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak  
(2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima 
 
3) Uji Regresi Secara Parsial 
Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan 
pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 
Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen 
terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 
dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen. 
Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang 
dapat dipilih yaitu: 
a) Membandingkan t hitung dengan t table 
1) Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada 
pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual 
terhadap variabel dependen. 
2) Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada 
pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual 
terhadap variable dependen. 
b) Melihat Probabilities Values 
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: 
1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak 
2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima 
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3) Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Singkat Kota Makassar 
Kota Makassar (Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai 
Ujung Pandang) adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan 
kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah 
menjadi ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di 
pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah 
barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di 
sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.  
Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah 
satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar di luar pulau Jawa setelah 
kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km² dan jumlah penduduk lebih 
dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah 
Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Secara demografis, kota ini tergolong tipe 
multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di 
dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, 
Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di 
pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue Tori, 
Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. 
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Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagarakretagama 
karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukkan 
Majapahit.
[4]
 Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) 
diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota 
Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan 
benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk 
mengatur perdagangan.  
Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di 
Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-
raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh 
pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya 
VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Selain itu, sikap 
yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama 
yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya 
masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi 
pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di 
Kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang 
dari Eropa dan Arab.Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja 
Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa, dan Sultan 
Awalul Islam, Raja Tallo).  
Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya 
pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan 
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rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, 
bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda 
Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap 
sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia 
timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa 
koalisi kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) 
terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani Perjanjian Bongaya.  
Ujung Pandang sendiri adalah nama sebuah kampung dalam wilayah Kota 
Makassar. Bermula di dekat Benteng Ujung Pandang sekarang ini, membujurlah 
suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun pandan. Sekarang Tanjung ini tidak 
ada lagi. Nama Ujung Pandang mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Gowa 
ke-X, Tunipalangga yang pada tahun 1545 mendirikan benteng Ujung Pandang 
sebagai kelengkapan benteng-benteng kerajaan Gowa yang sudah ada sebelumnya, 
antara lain Barombong, Somba Opu, Panakukang dan benteng-benteng kecil lainnya.  
Setelah bagian luar benteng selesai, didirikanlah bangunan khas Gowa (Ballak 
Lompoa) di dalamnya yang terbuat dari kayu. Sementara di sekitar benteng terbentuk 
kampung yang semakin lama semakin ramai. Disanalah kampung Jourpandan 
(Juppandang). Sedangkan Benteng dijadikan sebagai kota kecil di tepi pantai Losari. 
Beberapa tahun kemudian benteng Ujung Pandang jatuh ke tangan Belanda, usai 
perang Makassar, dengan disetujuinya Perjanjian Bungaya tahun 1667, benteng itu 
diserahkan. Kemudian Speelmen mengubah namanya menjadi Fort Rotterdam. 
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Bangunan-bangunan bermotif Gowa di Fort Rotterdam perlahan-lahan diganti dengan 
bangunan gaya barat seperti yang dapat kita saksikan sekarang.  
Ihwal nama Kota Makassar berubah menjadi Ujung Pandang terjadi pada 
tanggal 31 Agustus 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1971. 
Tatkala itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 kilometer persegi menjadi 115,87 
Kilometer persegi, terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 62 lingkungan dengan 
penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah 
tiga kabupaten yakni Kabupaten Maros, Gowa dan Pangkajene Kepulauan. Sebagai 
“kompensasinya” nama Makassar diubah menjadi Ujung Pandang.  
Seiring perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama Ujung 
Pandang kini tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota mulai 
dari para budayawan, pemerintah serta masyarakat kemudian mengadakan 
penelurusan dan pengkajian sejarah Makassar, Hasilnya Pemerintah Daerah Nomor 1 
Tahun 2000, menetapkan Hari jadi Kota Makassar, tanggal 9 Nopember 1607. Dan 
untuk pertama kali Hari Jadi Kota Makassar ke 393, diperingati pada tanggal 9 
November 2000. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Makassar 
"Mangkasarak" yang berarti yang metampakkan diri atau yang bersifat terbuka.  
1. Letak Wilayah Geografis 
Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat bagian selatan 
Sulawesi Selatan, pada koordinat antara 119 ° 18‟ 27,97” sampai 119° 32‟ 31,03” 
Bujur Timur dan 5° 30‟ 18” - 5° 14‟ 49” Lintang Selatan. Ketinggian kota ini 
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bervariasi antara 0 – 25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20° C - 32° C. 
Selain memiliki wilayah daratan, kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan 
yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau- pulau ini merupakan 
gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau yang lebih dikenal dengan nama 
Kepulauan Spermonde. 
Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan 
kota terbesar keempat di Indonesia yang memiliki luas areal 175,79 km2 dengan 
Panjang garis 52,8 km yang terdiri dari garis pantai daerah pesisir sepanjang 36,1 
Km, serta garis pantai pulau-pulau dan gusung sepanjang 16,7 km. Kota Makassar 
memiliki jumlah penduduk 1.339.374 jiwa, sehingga kota ini sudah menjadi kota 
Metropolitan. Secara administratif, Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 
kelurahan. Batas-batas administratif Kota Makassar yaitu  sebagaiberikut: Batas 
Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Batas Selatan : Kabupaten Gowa, Batas 
Timur : Kabupaten Maros, Batas Barat : Selat Makasar 
Kawasan pantai Makassar dapat dibagi atas daerah pantai utara yang diwakili 
pantai untia, dan pantai selatan merupakan daerah tanjung bunga. Pantai Untia 
merupakan daerah teluk yang menjorok masuk kedalam daratan memiliki pengaruh 
gelombang rendah karena telah hanya mendapat pengaruh dari ombak pecah dengan 
tinggi gelombang interval 1,1 sampai 1,5 m, sementara arus yang terjadi sekitar 
pantai Untia juga dengan kecepatan rendah berkisar 0,051 sampai 0,10 m/det (76,79 
%). Meskipun arus tergolong rendah namun untuk ruang rencana patut 
mempertimbangkan akan arus residu yang merupakan arus sisa saat terjadnya pasang 
56 
yang mengarah keutara berupa arus susur pantai. Di sekitar ruang pantai utara tidak 
terdapat daerah abrasi, yang diketahui melalui adanya tumbuhan mangrove yang 
tumbuh di sepanjang garis pantai dan agent transpor sedimen dengan kekuatan relatif 
rendah. 
Pantai selatan Makassar dengan daerah Pantai Maccini Sombala (Tanjung 
Bayang, Pantai Akkarena, Tanjung Bunga dan Pantai Losari) merupakan daerah 
berpasir dengan tingkat kemungkinan abrasi tinggi karena daerah ini memiliki 
porositas tinggi. Karakteristik angkutan sedimen mempengaruhi kejadian abrasi 
terutama didaerah tanjung bunga dan Akarena. Pantai terkikis dan sedimenya 
terdistribusi kearah utara dan masuk kepantai losari. Proses tersebut dijelaskan dalam 
proses angkutan sediment. Angkutan sedimen di pantai Tanjung Bayang, Pantai 
Akkarena, dan Tanjung Bayang banyak terakumulasi di Pantai Losari dan daerah 
pelabuhan. Daerah Tanjung Bayang yang banyak mendapat akumulasi lansung dari 
sungai Jeneberang berkisar 94.53 gr/L/Hari, Pantai Akkarena dengan angkutan 
tertinggi 245.09 gr/L/Hari dan Tanjung Bunga berkisar 119.144 gr/L/Hari. Sedangkan 
Pantai Losari yang kini lebih sebagai bejana sedimen akibat kondisi perairan yang 
semi tertutup lebih rendah di banding pantai yang lain, yaitu 11.3706 gr/L/Hari akibat 
jarak antara muara sungai Je‟neBerang sebagai sumber sedimen sangat jauh dan 
kondisi perairan yang sangat tenang dan tidak banyak mendapat pengaruh dari faktor 
oseanografi seperti arus perairan yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh 
dalam proses transport sedimen. Pola tersebut membentuk sebaran angkutan sedimen 
dan proses terjadinya perubahan garis pantai (erosi dan akresi) yang ada di sepanjang 
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pantai tanjung bayang hingga pantai Losari Makassar. Kondisi pantai yang terbuka di 
Tanjung Bayang, Pantai Akkarena dan Tanjung Bunga sangat memudahkan 
terjadinya perubahan garis pantai oleh tenaga-tenaga pengangkutan, pada pengamatan 
selama penelitian di dapatkan adanya daerah-daerah yang tererosi dengan potensi 
keberlanjutan erosi yang semakin meningkat. Peningkatan kejadian semakin 
berkurangnya daratan di sekitaran Tanjung Bunga di juga di sebabkan oleh kurangnya 
deposisi sedimen yang berasal dari sungai Jeneberang sehingga kalau dulunya terjadi 
akresi hingga membentuk delta yang sangat besar sekarang justru sebaliknya, terjadi 
setelah adanya bangunan bendungan Bili Bili di aliran sungai Jeneberang dan 
penutupan muara sungai bagian utara. Peningkatan sedimen tersuspensi di pantai 
Losari oleh karena daerah ini merupakan daerah yang menampung banyak jenis 
sedimen tersuspensi dari berbagi sumber yang didukung dengan semakin 
melemahnya arus didaerah tersebut. 
Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km2 yang terbagi kedalam 14 
kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota makassar juga 
memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota makassar. 
Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu 
Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulaupulau ini merupakan gugusan 
pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarang, 
atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan 
Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, 
Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, pulau Barrang 
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Lompo, Pulau Barrang 33 Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau 
Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat).  
2. Arti Lambang Kota Makassar 
Gambar 4.1 





1) Perisai putih sebagai dasar melambangkan kesucian. 
2) Perahu yang kelima layarnya sedang terkembang melambangkan bahwa Kota 
Makassar sejak dahulu kala adalah salah satu pusat pelayaran di Indonesia. 
3) Buah padi dan kelapa melambangkan kemakmuran. 
4) Benteng yang terbayang di belakang perisai melambangkan kejayaan Kota 
Makassar. 
5) Warna Merah Putih dan Jingga sepanjang tepi perisai melambangkan kesatuan 
dan kebesaran Bangsa Indonesia. 
6) Tulisan “Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai”, 
menunjukan semangat kepribadian yang pantang mundur 
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3. Fungsi Satuan Perangkat Kerja Daerah 
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, di setiap daerah 
kabupaten/Kota dibentuk Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
dimana Perangkat Daerah ini juga disebut dengan unit-unit kerja. Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas 50 daerah dan lembaga teknis 
daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan. Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah 
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.  
SKPD adalah entitas (konsep) akuntansi unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan 
akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi 
pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa 
setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Sedangkan laporan 
keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan 
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
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4. Daftar Dinas 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2018. Selama 
proses penelitian data yang diperoleh dan yang dapat diolah peneliti hanya dari 13 
SKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala, diantaranya: Keterbatasan 
waktu, masalah perizinan, responden yang sibuk karena melakukan perjalanan dinas 
keluar kota maupun mengikuti diklat, serta menjelang akhir tahun. Berikut daftar 13 
SKPD tersebut : 
1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
2. Dinas Kearsipan 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
3. Dinas Perpustakaan 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
4. Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
6. Dinas pertanahan 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
7. Dinas Pemuda dan Olahraga 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
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 Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
10. Badan Penalitian dan Pengambangan Daerah 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
12. Bagian Perekonomian dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
13. Satuan Polisi pamong Praja 
Jl. Jend. Achmad Yani No.02 
B. Gambaran Responden 
1. Karakteristik Responden 
Kuesioner yang dibagikan berjumlah 52 dengan pembagian sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Data Distribusi Kuesioner 




1 Dinas Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah 
4 4 
2 Dinas Kearsipan 4 4 
3 Dinas Perpustakaan 4 4 
4 Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
4 4 
5 Dinas Pemberdayaan 4 4 
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Perempuan dan Perlindungan 
anak 
6 Dinas Pertanahan  4 4 
7 Dinas Pemuda dan Olahraga 4 4 
8 Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik 
4 4 
9 Bandan Perencanaan 
Pembangunan 
4 4 
10 Badan Penelitian dan 
Pengembangan daerah 
4 4 
11 Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 
4 4 
12 Badan Perekonomian dan 
Kerjasama Sekretariat Daerah 
Kota Makassar 
4 4 
13 Satuan Polisi Pamong Praja 4 4 
Sumber: Data Primer, diolah 2018 
Adapun penyebaran kuisioner tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini: 
Table 4.2 
Data Kuisioner 
No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase 
1 Kuesioner yang disebarkan 52 100 % 
2 Kuesioner yang tidak kembali 0 1% 
3 Kuesioner yang kembali 52 100 % 
4 Kuesioner yang cacat 1 2 % 
5 Kuesioner yang dapat diolah 51 98 % 
n sampel = 51 
Responden Rate = (51/52) x 100% = 98% 
 Sumber: Data primer, diolah 2018 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 52 butir 
dan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 51 butir atau 
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tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 98% dari total yang disebarkan. 
Sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah 0 butir atau tingkat yang diperoleh 
sebesar 0%. Kuesioner yang cacat sebesar 1 butir atau sebesar 2%. 
Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, 
yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih 
lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut: 
a. Jenis Kelamin 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin  Jumlah Persentase 
1 Laki-laki 32 63 % 
2 Perempuan 19  27% 
Jumlah 51 100 % 
Sumber: Data primer, diolah 2018 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah 
responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang atau sebesar 63% sedangkan 
sisanya yakni 19 orang atau sebesar 27% merupakan responden perempuan. Hal ini 
juga menunjukkan bahwa SKPD di Kota Makassar didominasi oleh pegawai laki-
laki. Banyaknya pegawai laki-laki dibandingkan dengan perempuan salahsatunya 
disebabkan oleh adanya stigma masyarakat yang menjadikan laki-laki sebagai tulang 
punggung keluarga. Dari pemahaman ini dapat diketahui bahwa tanggung jawab laki-
laki lebih besar di bandingkan perempuan. Perbedaan jenis kelamin kini tak hanya 
dapat dipandang sebagai perbedaan secara biologis, akan tetapi lebih mengacu pada 
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persamaan secara sosial. Berbagai perilaku dalam hal menuntut hak dan kewajiban 
adalah sama secara sosial.  
b. Usia 
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
No Usia   Jumlah Persentase 
1 20-30 Tahun 9 17,64 % 
2 31-40 Tahun 12 23,52 % 
3 41-50 Tahun 19 37,25 % 
4 >50 tahun 11 21,56 % 
Jumlah 51 100 % 
Sumber: Data primer, diolah 2018 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa usia responden yang berpartisipasi dalam 
proses penyusunan anggaran di SKPD Kota Makassar didominasi oleh usia antara 41-
50 tahun sebanyak 19 orang. Hal ini di sebabkan karena usia berbanding lurus dengan 
pengalaman. Semakin tua usia seseorang maka pengalaman yang didapatkan semakin 
banyak. Sementara usia muda dinilai sebagai pegawai yang masih memiliki sedikit 
pengalaman. Pengalaman ini mencangkup banyak hal seperti kematangan berfikir 
dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini berbanding terbalik dengan usia pegawai 
yang lebih muda, dimana mereka lebih minim dalam hal pengalaman namun unggul 





c. Tingkat Pendidikan  
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1 D3 9 17,64 % 
2 S1 31 60,78 % 
3 S2 10 19,60 % 
4 S3 1 1,96 % 
Jumlah 51 100 % 
Sumber: Data primer, diolah 2018 
Tingkat pendidikan seringkali dikaitkan dengan masalah etika. Persoalan etika 
pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi cenderung menghasilkan etika yang 
semakin baik pula. Hasil olah data untuk pendidikan responden dapat dilihat pada 
tabel 4.5 Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang ada di 
SKPD kota Makassar paling banyak berada pada strata 1 (S1) sebanyak 31 
responden. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan sejalan dengan pemahaman etika 
pegawai, kemampuan menelaah norma-norma etis di masyarakat khususnya di tempat 
kerja menjadi hal yang utama.  
d. Masa Kerja  
Tabel 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 
No Masa Kerja Jumlah Persentase 
1 1-5 Tahun  6 11,76 % 
2 6-10 Tahun 8 15,68 % 
3 11-15 Tahun 12 23,52% 
4 16-20 Tahun 8 15,68% 
5 >21 Tahun 16 31,37% 
Jumlah 51 100 % 
Sumber: Data primer, diolah 2018 
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Kinerja pegawai yang dibedakan dalam masa kerja memiliki kemampuan 
yang berbeda dalam mengetahui tujuan utama pekerjaannya. Kemampuan pegawai 
dengan masa kerja yang lebih lama mampu menguraikan pekerjaan, dimana pegawai 
tersebut lebih paham tugas/pekerjaan mana yang lebih diutamakan. Hal sebaliknya 
terjadi pada pegawai dengan masa kerja yang terbilang baru, para pegawai pada 
tingkat ini masih mengalami kesulitan dalam mengelola sejauh mana tugas 
dikerjakan. Tabel 4.6 menunjukkan tingkat masa kerja responden yang paling banyak 
berada pada >21 tahun yaitu sebanyak 16 responden atau sebesar 31,37%,. Hal ini 
berarti bahwa semakin lama masa kerja pegawai, semakin cenderung mengalami 
peningkatan dalam hal kinerjanya. 
2. Analisis Deskriptif Variabel 
Deskripsi variabel dari 34 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 4.7 
Statistik Deskriptif Variabel 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Desentralisasi Fiskal (X1) 51 3,00 15,00 9,9804 2,79636 
Transparansi (X2) 51 9,00 45,00 34,7843 6,84781 
Kinerja (X3) 51 11,00 55,00 42,8235 8,60861 
Sistem Pengendalian Internal (M) 51 12,00 58,00 46,3922 9,04230 
Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 51 9,00 45,00 35,2549 6,47717 
Valid N (listwise) 51     
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
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Tabel  4.7  menunjukkan  statistik  deskriptif  dari  masing-masing variabel  
penelitian.  Berdasarkan  tabel  4.7,  hasil  analisis  dengan menggunakan  statistik  
deskriptif  terhadap  desentralisasi fiskal menunjukkan  nilai minimum  sebesar  3,00 
nilai  maksimum  sebesar  15,00  mean  (rata-rata) sebesar  9,98dengan  standar  
deviasi  sebesar  2,79. Selanjutnya hasil  analisis dengan  menggunakan  statistik  
deskriptif  terhadap  variabel transparansi menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  9, 
nilai maksimum sebesar 45,00 mean (rata-rata) sebesar 34,78 dengan standar deviasi 
sebesar 6,84. Variabel kinerja menunjukkan  nilai  minimum  sebesar 11,00 nilai 
maksimum sebesar 55,00 mean (rata-rata) sebesar 42,82 dengan standar deviasi 
sebesar 8,60. Sedangkan variabel system pengendalian internal menunjukkan  nilai 
minimum  sebesar 12,00 nilai maksimum sebesar 58,00 mean  (rata-rata) sebesar 
46,39 dengan standar deviasi sebesar 9,05. Variabel akuntabilitas laporan keuangan 
menunjukkan  nilai  minimum  sebesar 9,00 nilai maksimum sebesar 45,00 mean 
(rata-rata) sebesar 35,25 dengan standar deviasi sebesar 6,47.  
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi 
berada pada variabel sistem pengendalian internal yakni 46,39, sedangkan yang 
terendah adalah variabel desentralisasi fiskal yaitu 9,98. Untuk standar deviasi 
tertinggi berada pada variabel sistem pengendalian internal yaitu 9,04 dan yang 
terendah adalah  variabel  desentralisasi fiskal yaitu 2,79. 
1. Analisis Deskriptif Variabel desentralisasi fiskal (X1) 
Analisa deskripsi terhadap variabel desentralisasi fiskal terdiri dari 3 item 
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai desentralisasi 
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fiskal. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai 
berikut: 
Tabel 4.8 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Desentralisasi fiskal 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 
STS TS R S SS 
X1.1 2 11 11 25 2 167 3,27 
X1.2 2 11 10 24 4 170 3,33 
X1.3 1 7 11 10 5 113 3,32 
Rata-rata Keseluruhan 3,30 
   Sumber: Data primer, diolah 2018 
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 51 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel 
desentralisasi fiskal (X1) nilai frekuensi tertinggi berada pada nilai “Setuju” dengan 
skor 25 pda pertanyaan pertama (X1.1) bahwa “proses distribusi anggraran dari 
tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah” artinya 
SKPD Kota Makasar dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga 
pelayanan pemerintah dapat melakukan lebih efisien dan efektif terhadap kebutuhan 
masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam urusan 
pemerintahan. Pada variabel Desentralisasi Fiskal berada pada skor tertinggi 170. Hal 
ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap 
pemahaman mengenai desentralisasi fiskal. Pada variabel desentralisasi fiskal, terlihat 
bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,33 berada pada item pernyataan kedua. 
Responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Sub bagian keuangan, Sub bagian 
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perencanaan program, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagian besar 
berpendapat bahwa mereka mengetahui peraturan perundang-undangan terkait 
penerapan angagran dan mengetahui mekanisme tentang rancangan peraturan daerah. 
2. Analisis Deskriptif Variabel transparansi (X2) 
Analisa deskripsi terhadap variabel transparansi terdiri dari 9 item pernyataan 
akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai ketidakpastian lingkungan. 
Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel transparansi 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 
STS TS R S SS 
X2.1 3  3 37 8 200 3,94 
X2.2 3  1 36 11 205 4.01 
X2.3 2 1 5 34 9 200 3,92 
X2.4 3  3 37 8 200 3,92 
X2.5 4 1 10 33 3 183 3,58 
X2.6 3 1 5 33 9 197 3,86 
X2.7 2 1 4 39 5 197 3,86 
X2.8 2 1 6 36 6 196 3,84 
X2.9 2 3 3 36 7 196 3,85 
Rata-rata Keseluruhan 3,86 
Sumber: Data primer, diolah 2018 
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 51 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel 
transparansi (X2) nilai frekuensi tertinggi berada pada nilai “Setuju” dengan skor 39 
pada pertanyaan ketujuh (X2.7) bahwa “perlunya keterbukaan pemerintah dalam 
membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah” artinya SKPD Kota Makasar dengan 
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meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan 
horizontal accountability antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tercipta 
pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel terhadap aspirasi dan 
kepentingan masyarakat. Pada variabel transparansi berada pada skor tertinggi 205. 
Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap 
pemahaman mengenai transparansi. Pada variabel transparansi, terlihat bahwa nilai 
indeks tertinggi sebesar 4,01 berada pada item pernyataan kedua. Responden yang 
terdiri dari Kepala SKPD, Sub bagian keuangan, Sub bagian perencanaan program, 
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagian besar berpendapat bahwa mereka 
mengetahui peraturan perundang-undangan terkait transparansi dalam membuat 
laporan keuangan yang akurat.  
3. Analisis Deskriptif Variabel kinerja (X3) 
Analisa deskripsi terhadap variabel kinerja dari 11 item pernyataan akan 
dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai pengalaman. Nilai rata-rata hasil 
pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kinerja 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 
STS TS R S SS 
X3.1 4 1 1 36 8 195 3,82 
X3.2 4  2 36 8 197 3,86 
X3.3 4  1 38 8 199 3,90 
X3.4 4   34 13 205 4,01 
X3.5 3 2 7 35 4 188 3,68 
X3.6 2 2 6 36 5 193 3,78 
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X3.7 3  2 34 12 205 4,01 
X3.8 3  2 38 8 201 3,94 
X3.9 2 1 3 37 8 201 3,94 
X3.10 2 1 2 35 11 205 4,01 
X3.11 3 1 3 39 5 195 3,82 
Rata-rata Keseluruhan 3,88 
Sumber: Data primer, diolah 2018 
Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 51 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel 
kinerja (X3) nilai frekuensi tertinggi berada pada nilai “Setuju” dengan skor 39 pada 
pertanyaan ketujuh (X3.11) bahwa “kinerja sebagai alat evaluasi organisasi” artinya 
SKPD Kota Makasar dengan kinerja yang baik akan memperoleh informasi yang 
dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan. Pada variabel kinerja berada pada 
skor tertinggi 205. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup 
baik terhadap pemahaman mengenai kinerja. Pada variabel kinerja, terlihat bahwa 
nilai indeks tertinggi sebesar 4,01 berada pada item pernyataan kedua, keempat dan 
ketujuh. Responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Sub bagian keuangan, Sub 
bagian perencanaan program, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagian besar 
berpendapat bahwa mereka mengetahui peraturan perundang-undangan terkait kinerja 
dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.  
4. Analisis Deskriptif Variabel Pengendalian Internal  (M) 
Analisa deskripsi terhadap variabel pengendalian internal dari 12 item 
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai pengendalian 
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internal. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai 
berikut: 
Tabel 4.11 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pengendalian Internal 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 
STS TS R S SS 
M1 3  3 34 11 203 3,48 
M2 3  12 35 1 184 3,60 
M3 3  3 39 6 198 3,88 
M4 3  8 38 2 189 3,70 
M5 3  1 38 9 203 3,98 
M6 3  6 36 3 192 3,76 
M7 3  5 35 8 198 3,88 
M8 2 1 2 37 9 203 3,98 
M9 2 1  40 8 204 4,00 
M10 2 1 5 38 5 196 3,84 
M11 3  3 39 6 198 3,88 
M12 2 1 4 38 6 198 3,88 
Rata-rata Keseluruhan 3,86 
Sumber: Data primer, diolah 2018 
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 51 orang responden yang diteliti, secara 
umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Sistem Penendalian 
Internal (M) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,86. Hal ini berarti bahwa 
responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap sistem pengendalian 
internal. Pada variabel sistem pengendalian internal, terlihat bahwa nilai indeks 
tertinggi sebesar 4,00 terdapat pada item pernyataan kesembilan. Responden yang 
terdiri dari Kepala SKPD, Sub bagian umum dan kepegawaian, Sub bagian 
perencanaan program, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagian besar 
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berpendapat bahwa kegiatan sitem pengendalian secara berkala dievaluasi untuk 
memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dan berfungsi sebagaimana mestinya. 
5. Analisis Deskriptif Variabel akuntabilitas laporan keuangan  (Y) 
Analisa deskripsi terhadap variabel akuntabilitas laporan keuangan dari 9 item 
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kinerja 
penyerapan anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat 
hasilnya sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas laporan Keuangan 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 
STS TS R S SS 
Y1 2 1 3 38 7 200 3,92 
Y2 2 1 8 29 11 199 3,90 
Y3 2 1 7 36 5 194 3,80 
Y4 2 1 7 35 6 195 3,82 
Y5 2  3 35 11 206 4,03 
Y6 2 1  40 8 204 4,00 
Y7 2 1 2 40 6 200 3,92 
Y8 2 1 2 40 6 200 3,92 
Y9 2 1 1 42 5 200 3,92 
Rata-rata Keseluruhan 3,91 
Sumber: Data primer, diolah 2018 
Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 51 orang responden yang diteliti, secara 
umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel akuntabilitas 
laporan keuangan (Y) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,91. Hal ini berarti 
bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan. Pada variabel akuntabilitas laporan keuangan, terlihat bahwa nilai 
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indeks tertinggi sebesar 4,03 terdapat pada item pernyataan kelima. Responden yang 
terdiri dari Kepala SKPD, Sub bagian umum dan kepegawaian, Sub bagian 
perencanaan program, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagian besar 
berpendapat bahwa laporan keuang telah berperan sebagai patokan dalam 
mempertanggungjawabkan laporan keuangan SKPD. 
C. Uji Kualitas Data 
Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi 
data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument 
penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan 
dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat 
dikatakan valid  jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 
sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui item pernyataan itu 
valid dengan melihat nilai Corrected Item Total Corelation. Apabila item pernyataan 
mempunyai r hitung > dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini 
terdapat jumlah sampel (n) = 52 responden dan besarnya df dapat dihitung 52-1 = 51 
dengan df = 52 dan alpha = 0,05 didapat r tabel = 0,2759. Jadi, item pernyataan yang 
valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,2759.  Adapun hasil uji validitas data 




Hasil Uji Validitas 




X1.1 0,949 0,2759 Valid 
X1.2 0,958 0,2759 Valid 
X1.3 0,934 0,2759 Valid 
Transparansi X2.1 0,902 0,2759 Valid 
X2.2 0,937 0,2759 Valid 
X2.3 0,889 0,2759 Valid 
X2.4 0,946 0,2759 Valid 
X2.5 0,743 0,2759 Valid 
 X2.6 0,854 0,2759 Valid 
X2.7 0,933 0,2759 Valid 
X2.8 0,910 0,2759 Valid 
X2.9 0,801 0,2759 Valid 
Kinerja X3.1 0,851 0,2759 Valid 
X3.2 0,854 0,2759 Valid 
X3.3 0,897 0,2759 Valid 
X3.4 0,909 0,2759 Valid 
X3.5 0,796 0,2759 Valid 
X3.6 0,832 0,2759 Valid 
X3.7 0,914 0,2759 Valid 
X3.8 0,862 0,2759 Valid 
X3.9 0,879 0,2759 Valid 
X3.10 0,887 0,2759 Valid 




M1 0,878 0,2759 Valid 
M2 0,879 0,2759 Valid 
M3 0,893 0,2759 Valid 
M4 0,898 0,2759 Valid 
M5 0,896 0,2759 Valid 
M6 0,971 0,2759 Valid 
M7 0,924 0,2759 Valid 
M8 0,916 0,2759 Valid 
M9 0,937 0,2759 Valid 
M10 0,934 0,2759 Valid 
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M11 0,959 0,2759 Valid 
M12 0,912 0,2759 Valid 
Akuntabilitas 
Laporan Keuangan 
Y1 0,877 0,2759 Valid 
Y2 0,845 0,2759 Valid 
Y3 0,921 0,2759 Valid 
Y4 0,900 0,2759 Valid 
Y5 0,895 0,2759 Valid 
Y6 0,929 0,2759 Valid 
Y7 0,942 0,2759 Valid 
Y8 0,922 0,2759 Valid 
Y9 0,917 0,2759 Valid 
Sumber: Data primer, diolah 2018 
Tabel  4.13 tersebut  memperlihatkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  
memiliki  nilai koefisien  korelasi  positif  dan  lebih  besar  dari pada  R-tabel sebesar 
0,2759.  Hal  ini  berarti  bahwa  data  yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan 
pengujian data lebih lanjut. 
2. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatau kuesioner yang  merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal 
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 
ke waktu. Uji  reliabilitas  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Alpha  
Cronbach yakni suatu  instrumen  dikatakan  reliabel  bila  memiliki  koefisien 
keandalan  reabilitas  sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat 






Hasil Uji Realibilitas 
No Variabel Cronbach’ Alpha Keterangan 
1 Desentralisasi Fiskal 0,942 Reliabel 
2 Transparansi 0,962 Reliabel 
3 Kinerja 0,967 Reliabel 
4 Sistem Pengendalian Internal 0,971 Reliabel 
5 Akuntabilitas Laporan Keuangan 0,981 Reliabel 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua 
variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari 
kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel desentralisasi fiskal, 
transparansi, kinerja, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas laporan keuangan 
yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. 
D. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum  menggunakan  teknik  analisis Regresi  Linier  Berganda untuk  uji 
hipotesis,  maka  terlebih  dahulu  dilaksanakan  uji  asumsi klasik. Uji asumsi klasik 
dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis 
regresi linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas 
data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 
normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara 
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normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian one sample 
kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, 
apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan 
regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov 
lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa 
data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar >0,05. 
Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu 
histogram. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov 












Kolmogorov-Smirnov Z ,857 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,454 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan 
bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistic 
menggunakan nilai Kolmogorov-smirnov. Dari tabel 4.15 dapat dilihat signifikansi 
nilai Kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,705, 
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hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel terdistribusi normal. 
Selain itu Kolmogrof smirnov cara menguji normalitas yaitu dengan grafik normal 
yaitu dengan melihat grafik normal probability plot. 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 
 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk 
grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Gambar 4.2 menunjukkan 
adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran 
titiktitik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model 
regresi dalam penelitian ini memenuhi asusmsi normalitas berdasarkan analisis grafik 
normal probability plot. 
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2. Uji Multikolinearitas  
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian 
multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor 
(VIF), sebagai berikut: 
a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut. 
b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat 
multikoliniearitas pada penelitian tersebut. 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
 
Desentralisasi Fiskal ,803 1,245 
Transparansi ,107 9,309 
Kinerja ,109 9,190 
Sistem Pengendalian Internal ,104 9,571 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 diatas, nilai VIF untuk semua 
variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 
0,10. Untuk desentralisasi fiskal 1,245. Tansparansi 9,309, kinerja 9,190 dan sistem 
pengendalian internal 9,571. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala 
multikolinearitas antar variabel idependen karena semua nilai variabel memiliki nilai 
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lebih kecil dari 10. Hasil ini didukung oleh nilai tolerance  yang menunjukkan nilai 
lebih besar dari 0,10. Dimana variabel desentralisasi fiskal 0,803, transparansi 0,107, 
kinerja 0,109 dan sistem pengendalian internal 0,104. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan 
Sactter Plot. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut 
bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan 
metode Scatter Plot diperoleh sebagai berikut : 
Gambar 4.3 
Hasil  Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 
 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.3 menunjukan bahwa grafik 
scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-
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titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 
sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas 
laporan keuangan berdasarkan desentralisasi fiskal, transparansi, kinerja dan sistem 
pengendalian internal. 
Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji glejser. 
Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 
apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil 
pengujinnya dapat dilihat pada table 4.17. 
Tabel 4.17 






B Std. Error Beta 
 
(Constant) 1,646 1,561  1,054 ,297 
Desentralissi Fiskal -,060 ,112 -,086 -,533 ,597 
Transparansi -,060 ,125 -,212 -,481 ,633 
Kinerja -,060 ,099 -,267 -,611 ,544 
Sistem Pengendalian Internal ,083 ,096 ,388 ,868 ,390 
a. Dependent Variable: AbsUt 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil uji Glejser pada Tabel 4.17 di atas, dapat diketahui bahwa probabilitas 
untuk semua variabel independen tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 
5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas. 
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E.  Hasil Uji Hipotesis 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3  
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen  
(desentralisasi fiskal,transparansi, kinerja) terhadap variabel dependen (akuntabilitas 
laporan keuangan), sedangkan untuk menguji hipotesis H4, H5, dan H6, menggunakan 
analisis moderasi dengan pendekatan absolut residual atau uji nilai selisih mutlak. Uji 
hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21. 
1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2, dan H3 
Pengujian  hipotesis  H1, H2, dan H3 dilakukan  dengan  analisis  regresi 
berganda pengaruh desentralisasi fiska, transparansi dan kinerja terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan.  Hasil  pengujian  tersebut ditampilkan sebagai 
berikut: 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,914 ,909 1,95580 
a. Predictors: (Constant), kinerja, desentralisasi fiskal, transparansi 
 Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai R2 (Adjusted R 
Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 
variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari 
table diatas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,909, hal ini berarti bahwa 90% yang 
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menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel 
desentralisasi fiskla, transparansi dan kinerja. Sisanya sebesar 10% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
Tabel 4.19 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1917,904 3 629,301 167,130 ,000
b
 
Residual 179,783 47 3,825   
Total 209,686 50    
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan 
b. Predictors: (Constant), kinerja, desentralisasi fiskal, transparansi 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian  regresi 
berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 167,130 dengan tingkat signifikansi 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai F hitung (167,130) lebih besar dari 
nilai F tabelnya sebesar 2,92 (df1=4-1=3 dan df2=51-4=47). Berarti variabel 
desentralisasi fiskal, transparansi, kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap 





















B Std. Error Beta 
 
(Constant) 2,368 1,518  1,560 ,126 
Desentralisasi fiscal ,378 ,110 ,163 3,426 ,001 
Transparansi ,265 ,109 ,280 2,437 ,019 
Kinerja ,465 ,083 ,617 5,567 ,000 
a.Dependent Variable: Akuntabilita Laporan Keuangan 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut : 
Y = 2,368 + 0,378X1 - 0,265X2 + 0,465X3  + e 
Keterangan : 
Y   = Akuntabilitas Laporan Keuangan 
X1   = Desentralisasi Fiskal 
X2  = Transparansi 
X3  = Kinerja  
a   = Konstanta  
b1, b2  = Koefisien regresi 




Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :  
a. Nilai konstanta sebesar 2,368 mengindikasikan bahwa jika variabel 
independen (desentralisasi fiskal, transparansi dan kinerja) adalah nol maka 
pengambilan keputusan etis auditor akan terjadi sebesar 2,368. 
b. Koefisien regresi variabel desentralisasi fiskal (X1) sebesar 0,378 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel desentralisasi 
fiskal akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebesar 0,378. 
c. Koefisien regresi variabel transparansi (X2) sebesar 0,265 mengindikasikan 
bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel transparansi akan akan 
meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebesar 0,265  
d. Koefisien regresi variabel kinerja (X3) sebesar 0,465 mengindikasikan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan variabel kinerja akan akan meningkatkan 
akuntabilitas laporan keuangan sebesar sebesar 0,465. 
Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2, dan H3) yang diajukan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan 
Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel desentralisasi fiskal 
memiliki t hitung sebesar  3,426> t tabel  sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu 51-4=47 t 
table 1,677 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,265 dan tingkat 
signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima. Hal ini berarti 
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desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan desentralisasi fiskal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan diterima. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat tingkat pengambilan keputusan 
meningkat, maka akuntabilitas laporan keuanga juga akan semakin meningkat. 
2) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan 
Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel transparansi memiliki t 
hitung sebesar  2,437> t tabel  sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu 51-4=47 t tabel 1,677 
dengan tingkat signifikansi 0,019 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima. Hal 
ini berarti transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan transparansi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan diterima. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat tingkat penerapan transparansi 
meningkat, maka akuntabilitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat. 
3) Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan 
Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel kinerja memiliki t hitung 
sebesar  5,567 > t tabel  sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu 51-4=47 t tabel 1,677 dengan 
tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima. Hal ini berarti 
kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
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Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan kinerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan diterima. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa saat tingkat pengetahuan tentang kinerja meningkat, maka 
akuntabilitas laporan keuanga juga akan semakin meningkat. 
2.  Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Moderated Regression Analysis dengan 
Pendekatan Uji Analitik terhadap Hipotesis Penelitian H4,H5, dan H6. 
Tabel 4.21 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,970
a
 ,941 ,931 1,70205 
a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Kinerja, X2_M, Zscore:  Desentralisasi 
Fiskal, X1_M, Zscore:  Transparansi, Zscore:  Sistem Pengendalian Internal 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.21 di atas nilai R adalah 0,970 atau 97% menurut 
pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori 
berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0,80–1,000. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel Zscore: Desentalisasi Fiskal, Zscore: Transparansi, 
Zscore: Kinerja, Zscore: Sistem Pengendalian Internal, X1_M., X2_M, dan X3_M 
berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil uji koefisien 
determinasi di atas menunjukkan R2 (RSquare) sebesar 0,941 yang berarti 
akuntabilitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Zscore: Desentralisasi 
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fiskla, Zscore: Transparansi, Zscore: Kinerja, Zscore: Sistem Pengendalian Internal, 
X1_M., X2_M, dan X3_M sekitar 94,1% dan sisanya sebesar 5,9% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
Tabel 4.22 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1973,116 7 281,874 97,299 ,000
b
 
Residual 124,570 43 2,897   
Total 2097,686 50    
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan 
b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Kinerja, X2_M, Zscore:  Desentralisasi 
Fiskal, X1_M, Zscore:  Transparansi, Zscore:  Sistem Pengendalian Internal 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 11,823 dengan tingkat 
signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel variabel X3_M, 
Zdesentralisasi fiskla, Ztransparansi, X2_M, X1_M, Zsistem pengendalian internal, 





















B Std. Error Beta 
 
(Constant) 
33,932 ,473  71,70
1 
,000 
Zscore:  Desentralisasi Fiskal ,990 ,274 ,153 3,618 ,001 
Zscore:  Transparansi 1,519 ,756 ,234 2,008 ,051 
Zscore:  Kinerja 3,794 ,747 ,586 5,082 ,000 
Zscore: Sistem Pengendalian Internal ,743 ,785 ,115 ,946 ,349 
X1_M ,772 ,353 ,096 2,188 ,034 
X2_M -,895 ,963 -,039 -,930 ,358 
X3_M 3,628 1,010 ,148 3,592 ,001 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.23 dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 33,923 + 990 X1 + 1,519 X2 + 3,794X3 + 0,743 X4 + 0,772X1*X4 – 
0,895X2*X4 + 3,628 X3*X4 + e 
Keterangan: 
Y  = Akuntabilitas Laporan keuangan 
X1  = Desentralisasi Fiskal 
X2  = Transparansi  
X3  = Kinerja 
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X4  = Sistem Pengendalian Internal 
X1*X4 = Interaksi antara Desentralisasi Fiskal dengan 
   Sistem Pengendalian Internal 
X2*X4 = Interaksi antara Transparansi dengan Sistem Pengendalian 
   Internal 
X3*X4 = Interaksi antara Kinerja dengan Sistem Pengendalian 
   Internal  
α  = Konstanta 
β1 – β7  = Koefisien Regresi 
e  = Error Term 
Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi dapat 
dijabarkan sebagi berikut: 
1.  Interaksi antara sistem pengendalian internal dan desentralisasi fiskal 
berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan (H4) 
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.23 menunjukkan 
bahwa variabel moderating X1_M mempunyai t hitung sebesar 2,118> t table 2,071 
dengan tingkat signifikansi 0,034 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima. Hal 
ini berarti bahwa sistem pengendalian internal merupakan variabel moderasi yang 
memperkuat atau memperlemah hubungan variabel desentralisasi fiskal terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan. Jadi hipotesis keempat (H4) yang menyatakan sistem 
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pengendalian internal memoderasi desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan diterima. 
2. Interaksi antara sistem pengendalian internal dan transparansi berpengaruh 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan (H5) 
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.23 menunjukkan 
bahwa variabel moderating X2_M mempunyai t hitung sebesar -0,930> t table 2,071 
dengan tingkat signifikansi 0,358 yang lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak. Hal ini 
berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal bukan variabel moderasi yang 
memperkuat atau memperlemah hubungan variabel tranparansi terhadap. 
Akuntabilitas laporan keuangan. Jadi hipotesis kelima (H5) yang menyatakan Sistem 
pengendalian internal memoderasi transparansi terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan ditolak. 
3. Interaksi antara sistem pengendalian internal dan kinerja berpengaruh terhadap 
akuntablitas laporan keuangan (H6). 
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.23 menunjukkan 
bahwa variabel moderating X3_M mempunyai t hitung sebesar 3,592> t table 2,071 
dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima. Hal 
ini berarti bahwa variabel kinerja merupakan variabel moderasi yang 
memperkuat atau memperlemah hubungan variabel kinerja terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan. Jadi hipotesis kelima (H6) yang menyatakan sistem pengendalian 
internal  memoderasi kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan diterima. 
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F.  Pembahasan 
1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardized variabel 
desentralisasi fiskal sebesar 0,378 dan (sig.) t sebesar 0,001.  Berdasarkan hasil 
analisis regresi berganda menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, dengan demikian 
hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa saat baik tingkat 
pengambilan keputusan, maka akuntabilitas laporan keuangan juga akan semakin 
meningkat.  
Hasil penelitian ini desentralisasi fiskal akan berpengaruh pada akuntabilitas 
laporan keuangan karna desentralisasi fiskal berhubungan dengan aliran dana milik 
masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaannya 
kembali kepada publik sebagai ultimate owner pemerintah. Desentralisasi fiskal 
merupakan komponen inti dari desentralisasi karena untuk menjalankan kewenangan 
yang telah ditransfer diperlukan sumber pembiayaan yang memadai (Moisiu, 2013). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa SKPD Kota Makassar diperlukan penyerahan 
fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, 
dengan adanya desentralisasi fiskal ini terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam 
urusan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah agar dapat meingkatkan 
akuntabilitas laporan keuangan pada instansi tersebut. Liu (2007) dan Syahrudin 
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(2006) telah membuktikan bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat 
ekonomi bagi negara seperti peningkatan tingkat pertumbuhan, peningkatan 
efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya serta peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pengambilan keputusan. 
Desentralisasi fiskal dapat didefenisikan dalam 3 cara (Syahrudin, 2006) 
yaitu: (i) pelepasan tanggungjawab dari pemetintah pusat ke daerah 
(dekonsentrasi);(ii) pendelegasian wewenang; dan (iii) pelimpahan wewenang 
(devolusi). Menurut Saragih (2003) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan 
sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi 
kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas 
pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang 
pemerintahan yang dilimpahkan. 
Desentralisasi fiskal meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan 
menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan 
kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan desentralisasi 
fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah (Adiwirya dan Sunada, 2015). Pemerintah daerah dituntut untuk 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahnya. 
Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Simatupang, 2017). Kondisi ini 
terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi fiskal meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan 
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keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Ristanti dkk, 2014). Namun 
pada beberapa negara justru ditemukan tingkat korupsi yang semakin tinggi pasca 
implementasi desentralisasi fiskal (Nagor, dkk). Di Indonesia, desentralisasi fiskal 
justru meningkatkan kecendrungan korupsi di daerah (yang dkk, 2017). Temuan 
senada juga disampaikan oleh Liu (2007) bahwa efek negatif desentralisasi fiskal 
adalah justru meningkatkankorupsi, bukan menghasilkan perbaikan kualitas 
pelayanan publik. 
Partisipan teori stewardship tersebut saling berinteraksi dalam suatu jaringan 
akuntabilitas. Accountant adalah pihak yang mengukur kinerja ekonomi, Accountee 
(steward) yaitu pihak yang bertanggung jawab, dan Accountor (principle) 
pertanggungjawaban diberikan atas apa yang telah dikerjakan dalam organisasi 
tersebut. Stewardship theory mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan 
organisasi dengan kinerja suatu organisasi, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. 
Pengelola akan berperilaku sesuai kesepakatan dan kepentingan bersama. Ketika 
terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, steward akan berusaha 
bekerja sama daripada menentangnya karena steward merasa kepentingan bersama 
menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan 
pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai 
tujuan organisasi dan bukan tujuan individu. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Fontanella dan Rossieta (2014) dan Muhdofar dan Tahar (2016) yang mengatakan 
desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhdap akuntabilitas laoran keuangan. 
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2. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah transparansi 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil analisis 
menunjukka bahwa koefisien beta unstandardized variabel transparansi sebesar 0,265 
dan (sig.) t sebesar 0,019. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan 
bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 
saat tingkat penerapan transparansi meningkat, maka akuntabilitas laporan keuangan 
juga akan semakin meningkat. 
Hasil penelitaian transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
berpengaruh positif, sehingga dapat disimpulakn bahwa transparansi di SKP Kota 
Makassar diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif 
dan efisien. Dikarenakan transparansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap 
pengelolaan keuangan yang akuntabel, jika di suatu instansi pemerintahan tidak 
adanya transparansi maka pengelolaaan keuangan daerah tidak akan sesuai dengan 
rencana dan dengan demikian tujuan instansi pemerintahan untuk menghasilkan 
akuntabilitas laporan keuangan tidak akan tercapai. Transparansi merupakan salah 
satu faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan. 
Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah sudah mampu menerapkan 
transparansi sebagaimana yang diharapkan, sehingga pengelolaan keuangan daerah 
sudah dapat dikatakan efektif. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam 
pengelolaan keuangan daerah, dimana untuk meningkatkan pengelolaaan keuangan 
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daerah maka prinsip ini sangat penting untuk diterapkan, dari penerapan transparansi 
dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu akan dapat memenuhi keingintahuan dari 
anggota masyarakat dan akan mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan 
keuangan daerah sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan 
kesejahteraan masyarakat. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara 
efektif (Asrida, 2012). Dengan adanya transparansi maka pemerintah sebagai pihak 
pemegang amanah yang mengelola keuangan wajib memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas 
dan kegiatan. transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat meningkatkan 
keefektifan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah. 
Penelitian ini berkaitan dengan teori Stewardship dimana lebih berfokus pada 
hasil yang ingin dicapai tanpa berusaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri 
melainkan untuk kepentingan organisasi atau publik. Dimana principle sebagai 
pemberi tanggung jawab juga memiliki peran memonitori steward dalam 
menjalankan tugasnya sebagai penerima wewenang. Steward atau pihak pemerintah 
juga harus memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan masyarakat agar kinerja 
dan penerapannya dapat berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya tata 
kelola pemerintahan (good governance) yang lebih transparan dan akuntabel. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan peneliatian yang dilakukan Mariyanti 
(2008) dan Widya (2009) yang mengatakan transparansi berpengaruh positif terhdapa 
akuntabilias laporan keuangan. 
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3. Pengaruh kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
Hipotesis kedua (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kinerja 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil analisis 
menunjukka bahwa koefisien beta unstandardized variabel transparansi sebesar 0,465 
dan (sig.) t sebesar 0,000. Berdasarkan hasi; analisis menunjukkan bahwa kinerja 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kinerja 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil analisis 
menunjukka bahwa koefisien beta unstandardized variabel transparansi sebesar 0,465 
dan (sig.) t sebesar 0,000. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan 
bahwa kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 
saat tingkat pengetahuan tentang kinerja meningkat, maka akuntabilitas laporan 
keuanga juga akan semakin meningkat. 
Hasil penelitian kinerja terhdap akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh 
positif sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik kinerja di SKPD Kota 
Makassar maka semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas 
pelaporan keuangan yang tinggi, dikarenkan anggaran dengan pendekatan kinerja 
adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil (output) 
dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan. ketika kinerja suatu Pemda 
baik, maka terdapat kecen-derungan untuk memberikan akuntabilitas yang baik. 
Kinerja penyelenggaraan SKPD mencerminkan capaian kinerja yang dilaksanakan 
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oleh SKPD, selain itu juga menggambarkan efisiensi, efektivitas, penghematan, dan 
produktivitas (panggalila dkk, 2017). Penyelenggaraan kinerja yang baik 
menggambarkan adanya orientasi dari SKPD untuk menuju kepada good government. 
Artinya, semakin baik kinerja suatu pemerintah maka semakin baik kualitas 
pelaporan keuangan dan akuntabilitas Pemda. Selain itu, hal ini juga dapat 
dikorelasikan dengan adanya upaya untuk menyampaikan informasi positif (memberi 
sinyal) kepada pemangku kepentingan bahwa Pemda memiliki kinerja yang baik, 
sehingga akan ditampakkan dalam bentuk akuntabilitas pelaporan yang baik. 
Dalam teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku self serving dan 
pro organisasional, perilaku pelayanan tidak akan dipisahkan dari kepentingan 
organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principle 
dimana para steward berada. Steward yang proorganisasi termotivasi untuk 
memaksimalkan kinerja suatu organisasi. Steward akan menggantikan atau 
mengalihkan self serving untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun 
kepentingan antara steward dan principle tidak sama, steward tetap akan menjunjung 
tinggi nilai kebersamaan (Anton, 2010). Sehingga kesempatan steward dibatasi oleh 
adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro 
organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap 
individualistik dan berperilaku self serving. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Fontanella dan Rossieta (2014), Zaky (2015)  dan muhdofar dan tahar (2016) yang 
menemukan bahwa kinerja berpengaruh terhadap akunta-bilitas pelaporan keuangan. 
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4. Pengaruh sistem pengendalian internal dalam memoderasi desentralisasi fiskal 
teradap akuntabilitas laporan keuangan 
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sistem 
pengendalian akuntansi memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta 
unstandardized X1_M sebesar 0,772 dan (sig.) t sebesar 0,034. Berdasarkan hasil 
analisis regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) dengan 
pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi 
merupakan variabel moderasi atau yang memperkuat hubungan desentralisasi fiskal 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan, dengan demikian hipotesis keempat 
diterima. 
Desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada daerah untuk 
membangun tingkat kemandirian dalam memperoleh pendanaan agar pemerintah 
daerah memperoleh akuntabilitas yang baik. Untuk memperoleh akuntabilitas laporan 
keuangan diperlukan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intenal 
menjadi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan. Sitem 
pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah, bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 
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memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian akuntabilitas laporan 
keuangan. 
Namun disisi lain jika dihubungkan dengan korupsi, literatur menunjukkan 
hasil yang masih mixed. Beberapa literatur mengungkapkan desentralisasi fiskal 
meningkatkan efisiensi. Maka sistem pengendalian internal dibutukan untuk 
mengontrol SKPD Kota Makassar dalam proses ditribusi anggaran untuk mendukung 
fungsi atau tugas pemerintah. 
5. Pengaruh sistem pengendalian internal dalam memoderasi transparansi 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
Hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sistem 
pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardized 
X2_M sebesar -0,895 dan (sig.) t sebesar 0,358. Berdasarkan hasil analisis regresi 
moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan uji analitik 
menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal bukan merupakan variabel 
moderasi atau tidak memoderasi hubungan transparansi terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan, dengan demikian hipotesis kelima ditolak. 
Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah 
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 
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peraturan perundang undangan, namun hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa 
transparasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 
dikarenakan pemerintah daerah yang berkaitan belum memberikan semua informasi 
atas pertanggungjawaban pemerintan dalam pengelolaan sumber daya kepada publik, 
karena hal tertentu. 
Sistem pengendalian internal tidak memoderasi transparansi terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan daerah pada SKPD. Transparansi seharusnya 
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 
perundang-undangan (Auditya, 2013) Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya sistem 
pengendalian internal yang transparansi dalam penyajian laporan keuangan oleh 
masing-masing SKPD. Hal ini dapat dilhat dari fenomena publikasi laporan keuangan 
oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum 
menjadi hal yang umum. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam 
pengelolaan keuangan daerah, dimana untuk meningkatkan pengelolaaan keuangan 
daerah maka prinsip ini sangat penting untuk diterapkan (saputra dkk, 2014). Namun 
untuk menearapkan transparansi diperlukan sistem pengendalian internal, pentingnya 
penerapan sistem pengendalian internal yang baik sangat menentukan tingkat 
transparansi dan akuntabilitas laoran keuangan. Proses pengendalian internal pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
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seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai. Sistem pengendalian 
internal salah satu usaha untuk meningkatkan tinggat transparansi dalam pengelolaan 
laporan keuangan, merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya 
kecurangan.  
Berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang 
rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi 
dan bukan tujuan individu karena dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah 
daerah dapat menjadikan informasi yang diterima masyarakat lebih berimbang dan 
tata kelola pemerintah daerah jauh dari tindakan kecurangan. Teori stewardship 
menjelaskan bahwa ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak, steward 
akan berusaha bekerja sama daripada menentang karena steward merasa kepentingan 
bersama menjadi lebih utama. 
6. Pengaruh sistem pengendalian internal dalam memoderasi kinerja terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan  
Hipotesis keenam (H6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sistem 
pengendalian akuntansi memoderasi pengaruh kinerja terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardized X3_M 
sebesar 3,628 dan (sig.) t sebesar 0,001. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi 
atau Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan uji analitik 
menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi merupakan variabel moderasi 
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atau yang memperkuat hubungan kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan, 
dengan demikian hipotesis keempat diterima. 
Hasil penelitian ini menggambarkan  bahwa interaksi sistem pengendalian 
internal dan kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Artinya saat 
kinerja meningkat maka akuntabilitas juga meningkat ditambah pengendalian internal 
pemerintahan maka hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kinerja 
dapat lebih kuat.  Dalam hubungan ketergantungan pemerintah pusat terhadap kinerja 
terdapat efek moderasi dari unsur sistem pengendalian internal. Hal ini karena kinerja 
dinilai dapat memperkuat keinginan untuk menunjukkan akuntabilitas yang lebih baik 
ketika suatu instasi mendapatkan pengendalain dari pemerintah pusat. Pengukuran 
kinerja  untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi sebagai 
alat untuk pengawasan serta evaluasi untuk memperoleh informasi yang dapat 
meningkatkan pelayanan. Kontribusi teori stewardship dalam penelitian ini dapat 
menjadi landasan agar pemerintah bekerja atas nama rakyat dan selalu berfokus pada 
pencapaian hasil yang optimal dan berguna bukan hanya untuk individu melainkan 
untuk masyarakat luas sehingga dapat menjadi dasar pemikiran agar tata kelola 
pemerintahan jauh dari tindakan oportunistik. apabila terdapat hubungan yang kuat 
antara kesuksesan organisasi dengan kinerja suatu organisasi, maka fungsi utilitas 
atau kepuasan serta kepercayaan masyarakat akan lebih meningkat terhadap 





Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen yaitu desentralisasi fiskal, transparansi dan kinerja terhadap variabel 
dependen yaitu akuntabilitas laporan keuangan dan adanya interaksi varibel moderasi 
yaitu sistem pengendalian internal (Studi pada SKPD Kota Makassar). 
1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan diterima, saat tingkat 
pengambilan keputusan meningkat, maka akuntabilitas laporan keuangan juga 
meningkat. 
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini berarti 
bahwa hipotesis yang diajukan dierima, saat tingkat penerapan transparansi 
dalam pembuatan laporan keuangan meningkat, maka akuntabilitas laporan 
keuangan juga akan semakin baik.   
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa 
hipotesis yang diajukan dierima, apabila tingkat kinerja instansi baik, maka 
dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. 
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4. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi atau Moderated Regression 
Analysis (MRA) dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa Sistem 
pengendalian internal merupakan variabel moderasi atau yang memperkuan 
hubungan desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
5. Berdasarkan hasil regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis 
(MRA) dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian internal bukan merupakan variabel moderasi atau tidak 
memoderasi hubungan transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
6. Berdasarkan hasil  regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis 
(MRA) dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa Sistem 
pengendalian internal merupakan variabel moderasi atau yang memperkuat 
hubungan kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
B. Keterbatasan peneliti 
1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi 
nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pernyataan survei 
secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan 
kondisi yang sebenarnya di lapangan. 
2. Dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Makassar hanya 13 
SKPD yang bersedia mengisi kuesioner. Hal ini disebabkan karena 
permasalahan perizinan yang rumit dan kesibukan pelatihan serta kunjungan 
kerja para pegawai pada SKPD tersebut. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan 
untuk memperluas objek penelitian, bukan hanya pada sektor publik yaitu 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah, tetapi juga dapat dilakukan pada sektor 
swasta yaitu perusahaan. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk 
mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih 
berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan.  
3. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua pegawai SKPD di 
Indonesia, karena latar belakang dan letak geografis yang berbeda-beda. 
C. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun implikasi 
dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang 
diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, 
yaitu: 
1. Bagi Penyusun laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan 
transparansi pada dirinya untuk mencegah terjadinya kecurangan. Karena 
dengan transparansi yang dimiliki maka faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi terjadinya dapat diminimalisir. 
2. Bagi Pemerintah Kota Makassar diharapkan untuk lebih memaksimalkan 
sumber daya manusia dalam meningkatkan akuntabilitasn laporan keuang. 
Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mampu memberikan dampak 
yang maksimal kepada masyarakat. 
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       Makassar,     Mei 2018 
Perihal : Permohonan untuk Mengisi Kuesioner 
  Kepada 
Yth. Bapak/Ibu 
  Di 
Tempat 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa strata satu 
(S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Transparansi dan Kinerja terhadap 
Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal 
sebagai Variabel Moderasi”. Data yang penulis peroleh dari Bapak/Ibu berikan 
akan dijamin kerahasiaannya serta orientitasnya yang hanya penulis gunakan 
untuk kepentingan akademis. Kejujuran dan kebenaran data yang Bapak/Ibu 
berikan adalah bantuan yang tidak ternilai bagi penulis. 
Penulis menyadari kesibukan dan keterbatasan waktu yang Bapak/Ibu 
miliki. Namun, penelitian ini tidak dapat penulis lakukan tanpa bantuan 
Bapak/Ibu. Oleh karena itu, penulis sangat memohon kesediaan Bapak/Ibu 
meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. 
Demikian permohonan ini penulis ajukan, atas bantuan Bapak/Ibu penulis 
ucapkan banyak terima kasih. 










A. Identitas Responden 
Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada 
pertanyaan pilihan dengan memberi ceklis (√) pada satu jawaban yang sesuai 
dengan kondisi Bapak/Ibu. 
1. Nama Instansi   :  
 
2. Nama Responden  :  
 
3. No. Induk Pegawai  :  
 
4. Tanggal Pengisian  :  
 
5. Jenis Kelamin   :     Laki-laki   Perempuan 
 
6. Latar Belakang Pendidikan  :  
 Ekonomi / Akuntansi  
 Lainnya ………. 
 
 
7. Pendidikan Terakhir   :  
 SLTA/Sederajat  
 Diploma (D3)  
 Strata 1 (Sarjana)  
 Strata 2 (Master)  
 Strata 3 (Doktor)  
 
8. Jabatan   : 
 Kepala Badan/Dinas/Kantor  
 Kepala Sub Bagian Keuangan 
 Kepala Sub Bagian Program 
 Lainnya …………… 
 
9. Lama Bekerja   : 
 1 – 5 tahun  
 6 – 10 tahun  
 11 – 15 tahun  
 16 – 20 tahun  
 ≥ 21 tahun 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
 Mohon dibaca setiap pernyataan dengan teliti. 
 Bapak/Ibu dan Saudara/i cukup memberikan tanda ceklis (√) atau silang (X) 
pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5). 
Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dan setiap angka akan 
mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat yang diberikan :  
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Ragu-Ragu/Netral (N) 
4 = Setuju (S) 
5=  Sangat Setuju (SS) 
 Dalam mengisi kuesioner ini mohon dijawab semua pernyataan yang ada, 
karena penulis membutuhkan jawaban untuk kepentingan penelitian. 
C. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK DESENTRALISASI FISKAL 
PERNYATAAN 
PILIHAN 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1. Mempunyai wewenang dalam 
memutuskan mengenai 
pengangkatan dan pemutusan 
hubungan kerja pegawai di instansi 
yang bersangkutan.            
2. Mempunyai wewenang dalam 
memutuskan mengenai belanja 
daerah.            
3. Mempunyai wewenang dalam 
memutuskan laju pertumbuhan 
ekonomi.           
 
D. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL TRANSPARANSI 
PERNYATAAN PILIHAN 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1. Pengelolaan keuangan dilakukan 
secara efisien untuk mencapai tujuan 
pemerintah  
     
 
2. Pengelolaan keuangan dilakukan 
secara efektif agar semua program 
     
 
tercapai sesuai target  
3. Pengelolaan keuangan dilakukan 
secara ekonomis agar terhindar dari 
pemborosan dan tidak produkti 
     
4. menyampaikan informasi mengenai 
keberhasilan pencapaian SKPD 
dalam laporan keuangan 
     
5. Masyarakat mengetahui mengenai 
APBD 
     
6. Masyarakat mudah untuk 
mendapatkan informasi keuangan di 
pemerintah daerah  
     
 
 
7. Laporan Keuangan dibuat sesuai 
SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, 
dan Catatan atas Laporan Keuangan  
     
8. Laporan Keuangan disampaikan 
oleh kepala daerah kepada BPK 
untuk dilakukan pemeriksaan  
     
9. Laporan Keuangan SKPD direview 
oleh inspektorat sebelum diserahan 
kepada BPK  
     
10. Laporan Keuangan dan Laporan 
hasil audit BPK dipublikasikan di 
website resmi Pemerintah Daerah  
     
 
E. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KINERJA 
PERNYATAAN PILIHAN 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1. Program kerja dilaksanakan dengan 
memanfaatkan uang sebaik mungkin 
     
2. Setiap program kerja yang 
dilakasanakan dan dikelola secara 
ekonomis agar terhindar dari 
pemborosan anggaran  
     
3. Setiap program kerja yang 
dilakasanakan dan dikelola dengan 
anggaran secara efisien 
     
4. Setiap program kerja yang 
dilakasanakan dan dikelola secara 
efektif sesuai dengan target yang 
direncanakan 
     
5. Adanya pemerataan anggaran pada 
setiap program yang disesuaikan 
dengan kebutuhan program tersebut  
     
6. Alokasi belanja daerah berorientasi      
pada kepentingan publik  
7. Penerapan prinsip ekonomis, efisien 
dan efektif dalam penggunaan 
anggaran  
     
8. Sumber daya yang dimiliki telah 
dimanfaatkan secara maksimal  
     
9. Program kerja yang dibuat sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingan 
publik  
     
10. Masyarakat merasakan langsung 
manfaat dari program kerja yang 
dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah 
     
11. Ketercapaian tujuan pemerintah 
yang dijabarkan pada program kerja, 
kegiatan dan kebijakan mencapai 
lebih dari 80%  
     
 





STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1. Pelaksanaan kebijakan 
dipertanggungjawabkan pemerintah 
daerah  
     
 
 
2. Anggaran yang dirancang dan 
ditetapkan pemerintah daerah 
bersama DPRD sesuai dengan 
realisasinya serta mempunyai 
kepentingan bagi publik.  





3. Program-program dirancang dengan 
mempertimbangkan prinsip efisiensi 
bahwa dana masyarakat 
menghasilkan output maksimal.  
     
 
 
4. Program-program dirancang dengan 
mempertimbangkan prinsip 
efektifitas bahwa penggunaan 
anggaran mencapai target atau 
tujuan kepentingan publik.  
     
5. Penggunaan dana anggaran 
didasarkan atas hukum dan 
peraturan yang berlaku.  
     
6. Pelaksanaan program-program 
dirasakan manfaatnya oleh 
     
masyarakat.  
7. Melakukan analisis keuangan setiap 
kegiatan atau program selesai 
dilaksanakan. 
     
8. Pimpinan dan pegawai 
mempertanggungjawabkan 
(accountable) hasil dari suatu 
program/ kegiatan/ proyek yang 
telah dilakukan  
     
9. Pimpinan dan pegawai selalu terlibat 
bersama-sama dalam mengevaluasi 
hasil suatu program/ kegiatan/ 
proyek.  
     
 
G. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK SISTEM PENGENDALIAN 
INTERNAL 
PERNYATAAN PILIHAN 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1. Instansi membuat standar perilaku 
dan kebijakan yang harus dipatuhi 
pegawai  
 
     
2. Terdapat dewan komisaris/ komite 
audit yang independen 
     
3. Adanya Struktur organisasi dan job 
deskripsi yang jelas 
     
4. Auditor mengetahui proses penilaian 
risiko yang dilakukan manajemen 
     
5. Adanya pemisahan tugas sesuai 
dengan tanggung jawabnya 
     
6. Terdapat otorisasi yang jelas atas 
transaksi dan aktivitas 
     
7. Dokumen bernomor urut tercetak      
8. Transaksi dikelola dengan 
komputerisasi dan dicatat di buku 
besar  
     
9. Informasi diolah dengan cepat dan 
tepat waktu  
     
10. Melakukan Identifikasi kelas kelas 
transaksi  
     
11. Melakukan penilaian secara berkala       
12. Audit internal melakukan 
pengawasan yang efektif  
































REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 
 
No. 
Desentralisasi Fikasl (X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 Skor 
1 4 2 4 10 
2 3 3 3 9 
3 3 3 3 9 
4 2 2 2 6 
5 4 3 4 11 
6 3 4 5 12 
7 2 2 2 6 
8 3 3 4 10 
9 4 4 3 11 
10 2 2 2 6 
11 4 2 2 8 
12 3 1 3 7 
13 4 4 4 12 
14 4 4 4 12 
15 4 4 4 12 
16 4 4 4 12 
17 4 4 3 11 
18 4 4 3 11 
19 3 3 3 9 
20 4 4 4 12 
21 2 2 3 7 
22 2 2 2 6 
23 3 3 3 9 
24 4 4 4 12 
25 3 3 3 9 
26 4 4 4 12 
27 2 4 4 10 
28 3 4 4 11 
29 4 4 4 12 
30 2 2 2 6 
31 4 5 4 13 
32 4 4 4 12 
33 2 2 3 7 
34 3 3 4 10 
35 3 3 3 9 
36 3 3 3 9 
37 1 1 1 3 
38 1 1 1 3 
39 4 4 4 12 
40 4 4 4 12 
41 4 4 4 12 
42 2 2 2 6 
43 4 4 4 12 
44 2 2 2 6 
45 4 4 4 12 
46 4 4 4 12 
47 1 2 2 5 
48 4 4 4 12 
49 4 4 4 12 
50 2 2 2 6 




X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Skor 
1 5 5 5 2 2 5 5 4 38 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
3 5 5 5 4 4 5 4 4 41 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
5 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
6 4 4 5 1 4 5 5 5 38 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
9 5 5 5 3 5 4 4 3 39 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
12 1 1 1 3 1 1 1 1 11 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
17 4 3 4 3 4 4 3 4 33 
18 5 5 4 3 5 4 4 4 38 
19 5 5 5 4 4 5 5 4 42 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
21 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
22 4 4 4 3 4 4 5 5 37 
23 5 5 4 4 4 4 4 4 38 
24 5 5 5 4 4 4 4 4 39 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
27 4 4 4 4 3 4 4 4 34 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
31 5 5 5 4 4 4 4 4 40 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
33 4 4 4 4 4 3 3 4 34 
34 4 4 4 3 3 3 3 3 31 
35 4 4 3 4 3 4 4 2 32 
36 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
42 4 3 4 3 4 4 4 4 34 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
45 5 4 4 4 5 4 4 5 39 
46 4 4 4 4 4 4 4 2 34 
47 4 3 4 3 5 4 5 5 37 
48 4 4 4 4 5 4 4 5 38 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
50 4 3 4 3 4 4 4 4 34 





X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 Skor 
1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 52 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 47 
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 51 
6 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 48 
7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
8 4 5 5 5 3 3 4 4 4 5 3 45 
9 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 44 
10 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 48 
11 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 50 
12 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 32 
13 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 46 
14 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 46 
15 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 46 
16 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 46 
17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 40 
18 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 44 
20 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 48 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 
22 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 48 
23 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 41 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
25 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
27 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
30 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 50 
31 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 49 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
33 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 41 
34 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 39 
35 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 42 
36 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
43 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 43 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
45 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 52 
46 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43 
47 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 48 
48 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 44 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
51 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 43 
 
          
No. Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 
 
Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Skor 
1 5 5 5 4 5 5 4 4 42 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
4 5 5 5 5 4 4 4 4 40 
5 5 4 4 5 4 5 4 4 39 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
8 5 4 4 5 5 4 3 3 37 
9 5 4 4 5 4 4 4 4 37 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
11 4 4 4 5 4 5 5 5 41 
12 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
17 2 4 2 4 4 4 4 4 32 
18 3 4 4 5 5 4 4 4 38 
19 4 4 4 5 5 4 4 4 39 
20 4 3 4 4 5 4 4 5 38 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
22 5 3 4 5 4 4 4 4 37 
23 3 3 3 3 4 4 4 4 32 
24 5 4 4 4 4 4 5 4 38 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
31 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
33 3 3 3 4 4 4 4 4 33 
34 3 3 3 3 4 4 3 4 31 
35 3 4 3 4 4 4 4 4 34 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
44 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
46 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
47 4 4 4 4 5 5 5 4 40 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 36 






Sistem Pengendalian Internal (M) 
M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Skor 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46 
3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 50 
4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 49 
5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 54 
6 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 55 
7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
8 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 43 
9 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 51 
10 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 58 
11 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 58 
12 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 49 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
18 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 51 
19 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 51 
20 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 49 
21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
22 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 47 
23 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 45 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
25 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
29 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 50 
30 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
32 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 50 
33 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 43 
34 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 41 
35 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 42 
36 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 43 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
39 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 56 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
45 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 53 
46 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 46 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 







































 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Desentralisasi Fiskal 51 3,00 15,00 9,9804 2,79636 
Transparansi 51 9,00 45,00 34,7843 6,84781 
Kinerja 51 11,00 55,00 42,8235 8,60861 
Sistem Pengendalian Internal 51 12,00 58,00 46,3922 9,04230 
Akuntabilitas Laporan Keuangan 51 9,00 45,00 35,2549 6,47717 
Valid N (listwise) 51     
 
B. Statistik Deskriptif Pernyataan 
 
1. Desentralisasi Fiskal 
Statistics 
 X1.1 X1.2 X1.3 
N 
Valid 51 51 51 
Missing 0 0 0 
Mean 3,2745 3,3333 3,3725 
Sum 167,00 170,00 172,00 
 
X1.1 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 11 21,6 21,6 25,5 
Ragu-Ragu 11 21,6 21,6 47,1 
Setuju 25 49,0 49,0 96,1 
Sangat Setuju 2 3,9 3,9 100,0 









Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 11 21,6 21,6 25,5 
Ragu-Ragu 10 19,6 19,6 45,1 
Setuju 24 47,1 47,1 92,2 
Sangat Setuju 4 7,8 7,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X1.3 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 8 15,7 15,7 19,6 
Ragu-Ragu 12 23,5 23,5 43,1 
Setuju 27 52,9 52,9 96,1 
Sangat Setuju 2 3,9 3,9 100,0 




 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 
N 
Valid 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,9216 4,0196 3,9216 3,9216 3,5882 3,8627 3,8627 3,8431 3,8431 
Sum 200,00 205,00 200,00 200,00 183,00 197,00 197,00 196,00 196,00 
 
X2.1 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 11,8 
Setuju 37 72,5 72,5 84,3 
Sangat Setuju 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 X2.2 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 1 2,0 2,0 7,8 
Setuju 36 70,6 70,6 78,4 
Sangat Setuju 11 21,6 21,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X2.3 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 5 9,8 9,8 15,7 
Setuju 34 66,7 66,7 82,4 
Sangat Setuju 9 17,6 17,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X2.4 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 11,8 
Setuju 37 72,5 72,5 84,3 
Sangat Setuju 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X2.5 





Sangat Tidak Setuju 4 7,8 7,8 7,8 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 9,8 
Ragu-Ragu 10 19,6 19,6 29,4 
Setuju 33 64,7 64,7 94,1 
Sangat Setuju 3 5,9 5,9 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
  
X2.6 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 7,8 
Ragu-Ragu 5 9,8 9,8 17,6 
Setuju 33 64,7 64,7 82,4 
Sangat Setuju 9 17,6 17,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X2.7 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 4 7,8 7,8 13,7 
Setuju 39 76,5 76,5 90,2 
Sangat Setuju 5 9,8 9,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X2.8 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 6 11,8 11,8 17,6 
Setuju 36 70,6 70,6 88,2 
Sangat Setuju 6 11,8 11,8 100,0 
















Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 3 5,9 5,9 9,8 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 15,7 
Setuju 36 70,6 70,6 86,3 
Sangat Setuju 7 13,7 13,7 100,0 




 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 
N 
Valid 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,8235 3,8627 3,9020 4,0196 3,6863 3,7843 4,0196 3,9412 3,9412 4,0196 3,8235 
Sum 195,00 197,00 199,00 205,00 188,00 193,00 205,00 201,00 201,00 205,00 195,00 
 
X3.1 





Sangat Tidak Setuju 4 7,8 7,8 7,8 
Tidak Setuju 2 3,9 3,9 11,8 
Ragu-Ragu 1 2,0 2,0 13,7 
Setuju 36 70,6 70,6 84,3 
Sangat Setuju 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X3.2 





Sangat Tidak Setuju 4 7,8 7,8 7,8 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 13,7 
Setuju 36 70,6 70,6 84,3 
Sangat Setuju 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
  
X3.4 





Sangat Tidak Setuju 4 7,8 7,8 7,8 
Setuju 34 66,7 66,7 74,5 
Sangat Setuju 13 25,5 25,5 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X3.5 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Tidak Setuju 2 3,9 3,9 9,8 
Ragu-Ragu 7 13,7 13,7 23,5 
Setuju 35 68,6 68,6 92,2 
Sangat Setuju 4 7,8 7,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X3.6 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 2 3,9 3,9 7,8 
Ragu-Ragu 6 11,8 11,8 19,6 
Setuju 36 70,6 70,6 90,2 
Sangat Setuju 5 9,8 9,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X3.7 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 2 3,9 3,9 9,8 
Setuju 34 66,7 66,7 76,5 
Sangat Setuju 12 23,5 23,5 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
  
X3.8 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 2 3,9 3,9 9,8 
Setuju 38 74,5 74,5 84,3 
Sangat Setuju 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X3.9 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 11,8 
Setuju 37 72,5 72,5 84,3 
Sangat Setuju 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
X3.10 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 2 3,9 3,9 9,8 
Setuju 35 68,6 68,6 78,4 
Sangat Setuju 11 21,6 21,6 100,0 


















Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 7,8 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 13,7 
Setuju 39 76,5 76,5 90,2 
Sangat Setuju 5 9,8 9,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 




 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
N 
Valid 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,9804 3,6078 3,8824 3,7059 3,9804 3,7647 3,8824 3,9804 4,0000 3,8431 3,8824 3,8824 
Sum 203,00 184,00 198,00 189,00 203,00 192,00 198,00 203,00 204,00 196,00 198,00 198,00 
 
M1 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 11,8 
Setuju 34 66,7 66,7 78,4 
Sangat Setuju 11 21,6 21,6 100,0 









Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 12 23,5 23,5 29,4 
Setuju 35 68,6 68,6 98,0 
Sangat Setuju 1 2,0 2,0 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
M3 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 11,8 
Setuju 39 76,5 76,5 88,2 
Sangat Setuju 6 11,8 11,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
M4 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 8 15,7 15,7 21,6 
Setuju 38 74,5 74,5 96,1 
Sangat Setuju 2 3,9 3,9 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
M5 





Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 1 2,0 2,0 7,8 
Setuju 38 74,5 74,5 82,4 
Sangat Setuju 9 17,6 17,6 100,0 









Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 6 11,8 11,8 17,6 
Setuju 39 76,5 76,5 94,1 
Sangat Setuju 3 5,9 5,9 100,0 









Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 5 9,8 9,8 15,7 
Setuju 35 68,6 68,6 84,3 
Sangat Setuju 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
M8 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 2 3,9 3,9 9,8 
Setuju 37 72,5 72,5 82,4 
Sangat Setuju 9 17,6 17,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
M9 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Setuju 40 78,4 78,4 84,3 
Sangat Setuju 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
M10 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 5 9,8 9,8 15,7 
Setuju 38 74,5 74,5 90,2 
Sangat Setuju 5 9,8 9,8 100,0 









Sangat Tidak Setuju 3 5,9 5,9 5,9 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 11,8 
Setuju 39 76,5 76,5 88,2 
Sangat Setuju 6 11,8 11,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
M12 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 4 7,8 7,8 13,7 
Setuju 38 74,5 74,5 88,2 
Sangat Setuju 6 11,8 11,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
5. Akuntabilitas Laporan Keuangan 
 
Statistics 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 
N 
Valid 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,9216 3,9020 3,8039 3,8235 4,0392 4,0000 3,9216 3,9216 3,9216 

















Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 11,8 
Setuju 38 74,5 74,5 86,3 
Sangat Setuju 7 13,7 13,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
Y2 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 8 15,7 15,7 21,6 
Setuju 29 56,9 56,9 78,4 
Sangat Setuju 11 21,6 21,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
Y3 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 7 13,7 13,7 19,6 
Setuju 36 70,6 70,6 90,2 
Sangat Setuju 5 9,8 9,8 100,0 

















Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 7 13,7 13,7 19,6 
Setuju 35 68,6 68,6 88,2 
Sangat Setuju 6 11,8 11,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
Y5 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Ragu-Ragu 3 5,9 5,9 9,8 
Setuju 35 68,6 68,6 78,4 
Sangat Setuju 11 21,6 21,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
Y6 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Setuju 40 78,4 78,4 84,3 
Sangat Setuju 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
Y7 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 2 3,9 3,9 9,8 
Setuju 40 78,4 78,4 88,2 
Sangat Setuju 6 11,8 11,8 100,0 









Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 2 3,9 3,9 9,8 
Setuju 40 78,4 78,4 88,2 
Sangat Setuju 6 11,8 11,8 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
Y9 





Sangat Tidak Setuju 2 3,9 3,9 3,9 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 5,9 
Ragu-Ragu 1 2,0 2,0 7,8 
Setuju 42 82,4 82,4 90,2 
Sangat Setuju 5 9,8 9,8 100,0 































UJI KUALITAS DATA 
 
A. Uji Asumsi Klasik 
 
1. Desentralisasi Fiskla 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 Desentralisa
si Fiskal 
X1.1 
Pearson Correlation 1 ,875** ,822** ,949** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 
X1.2 
Pearson Correlation ,875** 1 ,840** ,958** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 51 51 51 51 
X1.3 
Pearson Correlation ,822** ,840** 1 ,934** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 51 51 51 51 
Desentralisasi Fiskal 
Pearson Correlation ,949** ,958** ,934** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 51 51 51 51 




 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Transparansi 
X2.1 
Pearson Correlation 1 ,863** ,809** ,894** ,547** ,723** ,846** ,808** ,664** ,902** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X2.2 
Pearson Correlation ,863** 1 ,887** ,915** ,659** ,752** ,851** ,816** ,673** ,937** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X2.3 
Pearson Correlation ,809** ,887** 1 ,864** ,662** ,667** ,808** ,771** ,575** ,889** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X2.4 
Pearson Correlation ,894** ,915** ,864** 1 ,596** ,747** ,905** ,865** ,716** ,946** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X2.5 
Pearson Correlation ,547** ,659** ,662** ,596** 1 ,681** ,606** ,570** ,499** ,743** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X2.6 
Pearson Correlation ,723** ,752** ,667** ,747** ,681** 1 ,716** ,708** ,724** ,854** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X2.7 
Pearson Correlation ,846** ,851** ,808** ,905** ,606** ,716** 1 ,953** ,730** ,933** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X2.8 
Pearson Correlation ,808** ,816** ,771** ,865** ,570** ,708** ,953** 1 ,751** ,910** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X2.9 
Pearson Correlation ,664** ,673** ,575** ,716** ,499** ,724** ,730** ,751** 1 ,801** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Transparansi 
Pearson Correlation ,902** ,937** ,889** ,946** ,743** ,854** ,933** ,910** ,801** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 




 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 Kinerja 
X3.1 
Pearson Correlation 1 ,900** ,797** ,821** ,570** ,594** ,701** ,677** ,669** ,688** ,625** ,851** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.2 
Pearson Correlation ,900** 1 ,868** ,866** ,571** ,563** ,694** ,670** ,633** ,651** ,645** ,854** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.3 
Pearson Correlation ,797** ,868** 1 ,923** ,642** ,660** ,752** ,734** ,725** ,737** ,665** ,897** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.4 
Pearson Correlation ,821** ,866** ,923** 1 ,632** ,661** ,825** ,708** ,750** ,724** ,705** ,909** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.5 
Pearson Correlation ,570** ,571** ,642** ,632** 1 ,731** ,764** ,594** ,656** ,721** ,745** ,796** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.6 Pearson Correlation ,594** ,563** ,660** ,661** ,731** 1 ,829** ,682** ,811** ,725** ,752** ,832** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.7 
Pearson Correlation ,701** ,694** ,752** ,825** ,764** ,829** 1 ,774** ,820** ,792** ,796** ,914** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.8 
Pearson Correlation ,677** ,670** ,734** ,708** ,594** ,682** ,774** 1 ,800** ,838** ,794** ,862** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.9 
Pearson Correlation ,669** ,633** ,725** ,750** ,656** ,811** ,820** ,800** 1 ,828** ,755** ,879** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.10 
Pearson Correlation ,688** ,651** ,737** ,724** ,721** ,725** ,792** ,838** ,828** 1 ,807** ,887** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
X3.11 
Pearson Correlation ,625** ,645** ,665** ,705** ,745** ,752** ,796** ,794** ,755** ,807** 1 ,863** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Kinerja 
Pearson Correlation ,851** ,854** ,897** ,909** ,796** ,832** ,914** ,862** ,879** ,887** ,863** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
4. Sistem Pengendalian Internal 
Correlations 








Pearson Correlation 1 ,733** ,865** ,786** ,847** ,726** ,795** ,788** ,770** ,756** ,786** ,723** ,878** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M2 
Pearson Correlation ,733** 1 ,761** ,807** ,743** ,805** ,806** ,756** ,773** ,823** ,821** ,808** ,879** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M3 
Pearson Correlation ,865** ,761** 1 ,862** ,772** ,748** ,760** ,788** ,799** ,761** ,858** ,791** ,893** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M4 
Pearson Correlation ,786** ,807** ,862** 1 ,769** ,835** ,817** ,723** ,768** ,810** ,862** ,790** ,898** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M5 
Pearson Correlation ,847** ,743** ,772** ,769** 1 ,821** ,810** ,773** ,841** ,796** ,827** ,790** ,896** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M6 
Pearson Correlation ,726** ,805** ,748** ,835** ,821** 1 ,875** ,839** ,824** ,912** ,865** ,794** ,917** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M7 
Pearson Correlation ,795** ,806** ,760** ,817** ,810** ,875** 1 ,858** ,845** ,894** ,867** ,778** ,924** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M8 
Pearson Correlation ,788** ,756** ,788** ,723** ,773** ,839** ,858** 1 ,922** ,874** ,876** ,837** ,916** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M9 
Pearson Correlation ,770** ,773** ,799** ,768** ,841** ,824** ,845** ,922** 1 ,889** ,922** ,914** ,937** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M10 
Pearson Correlation ,756** ,823** ,761** ,810** ,796** ,912** ,894** ,874** ,889** 1 ,882** ,840** ,934** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M11 
Pearson Correlation ,786** ,821** ,858** ,862** ,827** ,865** ,867** ,876** ,922** ,882** 1 ,942** ,959** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
M12 
Pearson Correlation ,723** ,808** ,791** ,790** ,790** ,794** ,778** ,837** ,914** ,840** ,942** 1 ,912** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 




Pearson Correlation ,878** ,879** ,893** ,898** ,896** ,917** ,924** ,916** ,937** ,934** ,959** ,912** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 









 5. Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Correlations 


























Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





















Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





















Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 





















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 





















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 





















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 























Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 B.  Uji Reabilitas 
 


















N of Items 
,967 11 
 




N of Items 
,981 12 
 


























UJI ASUMSI KLASIK 





















Kolmogorov-Smirnov Z ,857 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,454 
a. Test distribution is Normal. 
















Desentralisasi Fiskal ,803 1,245 
Transparansi ,107 9,309 




a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan 
Keuangan 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
 











B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,646 1,561  1,054 ,297 
Desentralisasi Fiskal -,060 ,112 -,086 -,533 ,597 
Transparansi -,060 ,125 -,212 -,481 ,633 
Kinerja -,060 ,099 -,267 -,611 ,544 
Sistem Pengendalian 
Internal 
,083 ,096 ,388 ,868 ,390 































 ,914 ,909 1,95580 












Regression 1917,904 3 639,301 167,130 ,000
b
 
Residual 179,783 47 3,825   
Total 2097,686 50    
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan 














B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2,368 1,518  1,560 ,126 
Desentralisasi 
Fiskal 
,378 ,110 ,163 3,426 ,001 
Transparansi ,265 ,109 ,280 2,437 ,019 
Kinerja ,465 ,083 ,617 5,567 ,000 
















 ,941 ,931 1,70205 
a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  
Kinerja, X2_M, Zscore:  Desentralisasi Fiskal, 












Regression 1973,116 7 281,874 97,299 ,000
b
 
Residual 124,570 43 2,897   
Total 2097,686 50    
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan 
b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Kinerja, X2_M, 
Zscore:  Desentralisasi Fiskal, X1_M, Zscore:  Transparansi, 












B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 33,932 ,473  71,701 ,000 
Zscore:  Desentralisasi Fiskal ,990 ,274 ,153 3,618 ,001 
Zscore:  Transparansi 1,519 ,756 ,234 2,008 ,051 
Zscore:  Kinerja 3,794 ,747 ,586 5,082 ,000 
Zscore:  Sistem Pengendalian 
Internal 
,743 ,785 ,115 ,946 ,349 
X1_M ,772 ,353 ,096 2,188 ,034 
X2_M -,895 ,963 -,039 -,930 ,358 
X3_M 3,628 1,010 ,148 3,592 ,001 
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